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ABSTRAK 

       Skripsi ini berjudul ‚Perspektif Empat Madhab Terhadap Pengharaman 

Mahar Cincin Berdarah Dalam Fatwa BATHULMasa<il XXI Forum 

Musyawarah Pondok Pesantren Se Jawa Dan Madura‛, yang merupakan hasil 

penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan bagaimana pengharaman 

mahar cincin berdarah dalam fatwa Bathul Masa<il XXI Foum Musyawarah 

Pondok Pesantren se Jawa dan Madura dan bagaimana perspektif empat 

madhab terhadap pengharaman mahar cincin berdarah dalam fatwa 

BATHULmasa<il XXI Foum Musyawarah Pondok Pesantren se Jawa dan 

Madura. 

       Penulis mengkaji dan meneliti dengan metode kepustakaan (library 
research) data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan. Setelah 

data terkumpul kemudian diolah dan dianalisi dengan metode deskriptif 

analisis dan dengan pola pikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang 

khusus dan dianalisis menggunakan perspektif empat madhab. 

  Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Cincin berdarah hukumnya 

adalah haram untuk dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan. Terkait 

akibat yang ditimbulkan dapat disimpulkan bahwasanya akad tersebut 

tetaplah sah, akan tetapi sang istri berhak mendapatkan mahar mithil. Hal ini 

disebabkan oleh mahar cincin berdarah merupakan mahar yang dianggap 

batal oleh ulama empat madhab. Karena dianggap tidak memiliki nilai tukar 

menurut syariat. Sedangkan yang hendak dijadikan sebagai mahar haruslah 

sesuatu, baik berupa jasa atau benda yang memiliki nilai tukar menurut 

syariat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

       Pernikahan merupakan suatu perbuatan atau peristiwa yang sangat 

diharapkan oleh banyak orang, hal ini disebabkan karena banyak kemulyaan 

dan keuntungan bagi siapa saja yang melakukannya. Seseorang yang sudah 

memiliki kemapanan dalam hal ekonomi maupun mental tentunya ingin segera 

melangsungkan pernikahan. Hanya sediki orang yang memiliki persepsi bahwa 

pernikahan merupakan sebuah perbuatan formalitas saja, sebagai alasan hukum 

untuk membolehkan segala sesuatu yang dilarang sebelum adanya pernikahan 

tersebut. Hal ini tentunya tidak relevan jika hanya dipahami dengan satu sudut 

pandang belaka melainkan harus secara komperhensif terkait esensi dari 

pernikahan itu sendiri
1
. 

Di Indonesia, menikahi seseorang berarti juga menikahi keluarganya dalam 

artian ketika seorang laki-laki menikahi seorang wanita, maka bukan hanya 

menjalin hubungan dengan sang wanita saja, akan tetapi juga menjalin 

hubungan dengan keluarga sang wanita. Jadi, tidak heran jika campur tangan 

keluarga menjadi salah satu masalah besar dalam rumah tangga. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa setiap anggota keluarga memiliki hak suara terkait 

apa yang dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh pasangan yang sudah 

menikah. Hal ini dapat memberikan dampak positif dalam suatu rumah tangga. 

                                                           
1
 Rahmat Sudirman, Konstruksi Seksualitas Islam (Yogyakarta: CV. Adipura, 1999), 73. 
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Namun ketika menyangkut keinginan mertua, sering juga berakhir dengan 

kesalah pahaman dengan pasangan.
2
 

Perkawinan juga merupakan suatu peristiwa hukum. Ketika kita berbicara 

tentang adanya suatu peristiwa tentunya ada akibat. Suatu perkawinan yang 

dilakukan di Indonesia harus mengikuti peraturan yang ada, jika tidak sesuai 

dengan peraturan yang ada maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. 

Adapun akibat yang timbul dari perkawinan yang tidak sah, misalnya : anak 

yang terlahir dari suatu perkawinan yang tidak sah, maka anak tersebut dapat 

dianggap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah dan tidak memiliki 

hubungan perdata dengan sang ayah. 

Terdapat pula pada pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 

yang menyebutkan bahwa ‚Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya‛.
3
 Berdasarkan ketentuan  

tersebut Wirjono Prodjodikoro mengatakan : ‚Tiap-tiap perkawinan harus 

didasarkan pada hukum agama yang bersangkutan. Dengan demikian, sah atau 

tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan 

mereka yang hendak melangsungkan perkawinan‛.
4
 

Adapun Perkawinan menurut perspektif agama Islam adalah suatu 

perbuatan yang menjadikan seorang laki-laki dan perempuan terikat dalam 

                                                           
2
 Daniel Arsenault Diterjemahkan oleh Fany Arsiyanti, Habis Nikah Ngapain ? (Jakarta: PT. 

Gramedia, 2018), 45  
3
 Lihat Pasal 2 UU No.1/1974   

4
 Zainudin, Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2017), 2  
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suatu hubungan yang legal.
5
 Tidak sedikit perintah Allah yang terdapat dalam 

kitab suci Al-Qur’an untuk melangsungkan suatu perkawinan.
6
 Di antaranya 

dalam surat an-Nur ayat 32 : 

ْۡ نكِحُيا
َ
ۡٱۡوَأ

َ ٓۡۡعِبَادِكُهۡ ۡوِنۡ ۡنحِِيَۡمص  ۡٱوَۡۡوِنكُهۡ ۡمَۡ يَ ۡل  ۡ وَإِوَا ْۡۡإنِۡئكُِه  ٓۡۡيكَُينيُا ُۡٱۡنىِِهُۡيُغۡ ۡءَۡفُقَرَا ۡ ۦۡنهِِۡفَض ۡۡوِنۡللّ 
ُۡٱوَۡ  عَنيِهۡ ۡسِعۡ وَ ۡۡللّ 

‚Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-

orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan 

hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan 

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas 

(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui‛ 

QS. Al-Rum ayat 21: 

نۡ ۡۦٓۡجهِِۡءَايَ ۡۡوَوِنۡ 
َ
نفُسِكُهۡ ۡوِّنۡ ۡمكَُهۡخَنقََۡۡأ

َ
زۡ ۡأ

َ
ْۡكُنُيٓۡمّتِسَۡ ۡاجۡ وَ ۡأ ةۡ ۡنَكُهبيَۡ ۡوجََعَلَۡۡىَاإلَِۡ ۡا يَد  َۡۡو  ۡت ۡيَ ۡلَأٓۡلكَِۡذَ ۡۡفِۡۡإنِۡ ۡة  ۡوَرحَ 

رُونَۡۡمۡ مّقَِيۡ   يَجَفَك 

‚Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda bagi kaum yang berfikir‛ 

Pernikahan merupakan perintah dari Allah. Sebagai seorang hamba 

apabila melangsungkan pernikahan untuk melaksanakan perintah dari sang 

Khaliq, secara tidak langsung dapat dianggap telah melakukan perbuatan yang 

diridhai oleh Allah. Apabila Allah telah meridhai seorang hamba. Dia tidak 

akan menghambatnya untuk masuk surga, karena Allah adalah Tuhan Yang 

                                                           
5
 Khaeron Sirin, Perkawinan Madhab indonnesia: Pergulatan Antara Negara, Agama dan 

Perempuan (Yogyakarta: CV.Budi Utama, 2018), 15. 
6
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Idonesia (Jakarta : Kencana, 2006), 43. 
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Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang, yang rahmat-Nya Maha luas 

mencakup segala sesuatu.
7
 

Hukum melangsungkan perkawinan dalam Islam diwajibkan ketika sudah 

dianggap mampu dalam finansial. Hal ini dilakukan untuk menghindari suatu 

peristiwa perzinaan. Apabila seseorang masih belum mampu dalam segi 

finansial, untuk menghindarkan diri dari suatu perzinaan maka dianjurkan 

untuk memperbanyak puasa.
8
 Seseorang yang hendak melangsungkan 

perkawinan harusnya mengerti  tentang prinsip-prinsip dari perkawinan itu 

sendiri. Hal ini meliputi kerelaan dan persetujuan kedua calon mempelai, 

memenuhi dan melaksanakan perintah agama. Termasuk juga mengetahui 

bahwa hanya dengan perkawinan seseorang dapat memperoleh ketenangan jiwa 

dan menghasilkan keturunan yang sah.
9
 

Menurut perspektif hukum perkawinan di Indonesia, dalam Pasal 1 

Undang Undang No.1 Tahun 1974 definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin 

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasrkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.
10

 Jika dikaji lebih mendalam Undang Undang 

Perkawinan yang berlaku di Indonesia memiliki beberapa prinsip untuk 

                                                           
7
 Syaikh Mahmud al-Mashri, Bekal Pernikahan, alih bahasa : Imam Firdaus (Jakarta: Qisthi 

Press,2010),24. 
8
 Cholil Nafis, Fikih Keluarga, Menuju Keluarga Sakinah, Mawadah, Wa Rahmah, Keluarga 

Sehat, Sejahtera dan Berkualitas (Jakarta:  Mitra Abadi Press, 2017),7. 
9
 Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Isl>ami> wa Adillatuhu, Abdul Hayyi Al-Kattani, Jilid 1 (Depok: 

Gema Insani, 2013), 50.   
10

 Lihat Pasal 1 UU No.1/1974  
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menjaga dan menjamin keluhuran suatu perkawinan. Prinsip-prinsip tersebut 

antara lain: 

1. Prinsip Sukarela 

2. Prinsip partisipasi keluarga 

3. Perceraian dipersulit 

4. Poligami diperketat 

5. Kematangan calon mempelai 

6. Memperbaiki derajat kaum perempuan 

Dalam suatu perkawinan tentu juga terdapat syarat dan rukun, apabila hal 

ini tidak terpenuhi tentunya memiliki implikasi terkait sah atau tidaknya suatu 

perkawian. Mengenai syarat dan rukun sendiri terdapat perbedaan dikalangan 

ulama’. Adapun yang melatar belakangi perbedaan tersebut adalah berbedanya 

sudut pandang terkait substansi dari perkawinan itu sendiri. Kompilasi Hukum 

Islam memaparkan secara jelas mengenai rukun dalam suatu perkawinan 

diIndonesia.
11

 

Adanya Kompilasi Hukum Islam sendiri tentunya mempermudah 

masyarakat untuk mengetahui apa saja yang harus dipenuhi dalam 

melaksanakan suatu perkawinan. Berikut ini adalah rukun dalam perkawinan 

menurut KHI :
12

 

1. Calon mempelai pria. 

                                                           
11

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Idonesia (Jakarta : Kencana, 2006), 61. 
12

 Lihat Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. 
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2. Calon mempelai perempuan. 

3. Wali dari pihak perempuan yang hendak melaksanakan perkawinan. 

4. Dua orang saksi. 

5. Ijab dan kabul. 

       Mahar yang kedudukannya harus ada dalam prosesi perkawinan tidaklah 

termasuk kedalam rukun, hal ini disebabkan karena mahar tidak diharuskan 

untuk disebut didalam suatu akad perkawinan dan tidak pula harus diserahkan 

ketika berlangsungnya akad. Hal ini menyebabkan mahar bukanlah merupakan 

suatu rukun dalam perkawinan akan tetapi masuk dalam kategori syarat suatu 

perkawinan
13

 

       Kata mahar bukanlah bahasa yang asli produk Indonesia melainkan berasal 

dari bahasa arab yang diadopsi sehingga menjadi bahasa Indonesia, yang 

memiliki makna ‚pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai pria 

kepada mempelai perempuan dalam suatu akad perkawinan‛. Secara taklifi 

status mahar dihukumi wajib, sehingga berdosa ketika pihak pria tidak 

memberikan mahar kepada pihak perempuan. 
14

  

       Suatu mahar dapat pula dianggap rusak atau tidak sah untuk dijadikan 

sebagai mahar apabila bukan dari benda yang halal atau memiliki nilai menurut 

perspektif syariat Islam. Maka tidak diperbolehkan menggunakan khamr, babi 

atau bangkai dan benda lain yang tidak bisa dimiliki secara sah. Terdapat 

                                                           
13

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Idonesia (Jakarta : Kencana, 2006), 61. 
14

 Ibid, 85. 
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perbedaan dikalangan ulama’ terkait akibat dari penggunaan mahar yang rusak 

atau tidak sah terhadap suatu akad perkawinan.
15

 

       Ketika kita melakukan diskursus terkait hukum dalam agama Islam 

tentunya kita tidak asing dengan nama-nama tokoh seperti Abu Hanifah, 

Malik, Syafi’i dan Ahmad bin Hanbal. Nama-nama tersebut merupakan tokoh 

yang memberikan sumbangsih yang besar terhadap tatanan sistem dari hukum 

Islam dan kita kenal sebagai empat madhab dalam hukum Islam. Meskipun 

terdapat banyak madhab akan tetapi yang karyanya terus berkembang hingga 

saat ini adalah empat madhab tersebut.
16

 

 Dalam konteks mahar disini para ulama’ madhab memiliki pendapat yang 

sama, bahwa pihak perempuan memiliki hak menuntut mahar kepada pihak 

suami karena terjadinya akad. Pihak perempuan juga memliki hak untuk 

menolak ajakan dari pria untuk berhubungan intim, ketika mahar belum 

diterima oleh pihak perempuan. Namun bila perempuan rela untuk diajak 

berhubungan intim sebelum menerima mahar, ulama’ madhab sepakat bahwa 

perempuan tersebut tidak boleh menolak ajakan yang selanjutnya.  Hal ini 

berbeda dengan pendapat Imam Hanafi yang menyatakan bagwa pihak 

perempuan dapat menolak ajakan untuk berhubungan intim meskipun sudah 

                                                           
15

 Ibnu Rusyd, Bida>yatu>l Mujtahid penerjemah Imam Ghazali Said (Jakarta: Pustaka Amani, 

2007), 454. 
16

 Rahman, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syari’ah) (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2002), 116. 
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menerima mahar. Akan tetapi pernyataan tersebut juga ditentang oleh 

penganutnya.
17

 

Pada tahun 2010 silam, Indonesia sempat dihebohkan oleh perkawinan anak 

pengusaha ternama Ardie Bakrie dengan sosok artis cantik yang bernama Nia 

Ramadhani. Bukan hanya menelan biaya yang luar biasa namun dalam 

perkawinan yang mereka gelar. Pasangan Ardie Bakrie dan Nia Ramadhani 

menggunakan cincin berdarah sebagai mahar perkawinan mereka. Mahar cincin 

berdarah yang digunakan oleh pasangan tersebut diatas merupakan cincin 

pernikahan yang dipesan khusus dari Bangkok. Dimana darah yang terkandung 

dalam cincin tersebut adalah darah yang diambil dari Ardie Bakrie dan Nia 

Ramadhani yang proses pembuatannya dilakukan di sebuah lab. Penggunaan 

darah disini ditujukan sebagai pengganti berlian dan juga sebagai pemberi 

warna merah pada cincin tersebut.
18

 

Hal ini pun sontak membuat salah satu forum BATHUL masail 

mencetuskan fatwa haram terkait penggunaan cincin perkawinan yang terbuat 

dari darah manusia Penggunaan cincin dari darah termasuk najis sehingga 

hukumnya adalah haram. cincin tersebut justru dianggap halal jika darah 

didalamnya diganti dengan sperma. Hal ini disampaikan pengasuh Pondok 

Pesantren Lirboyo, KH Athoilah Solahudin, disela-sela pelaksanaan BATHUL 

                                                           
17

 Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Madhab penerjemah Masykur (Jakarta: Lentera, 2013), 370. 
18

 http:Jakarta.tribbuews.com/2018/06/06/nia-ramadhani-bongkar-fakta-pernikahan-mewahnya-8-

tahun-lalu-cincin-darah-hingga-disindir-mertua?page=4 diakses pada hari selasa 16 maret 2019 

jam 19:20 
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masail yang dilakukan oleh Forum Musyawarah Pondok Pesantren se-Jawa 

dan Madura.
19

 

Adanya perbedaan dari setiap madhab terkait penetapan hukum, membuat 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pengharaman mahar 

cincin berdarah dalam BATHULmasa<il XXI Forum Musyawarah Pondok 

Pesantren se Jawa dan Madura, dengan menggunakan perspektif empat 

madhab sebagai pisau analisis dari penelitian ini.  

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

       Sesusai dengan pemaparan dari latar belakang, peneliti mengidentifikasi 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaiman kedudukan mahar menurut hukum yang berlaku diIndonesia. 

2. Akibat yang dapat ditimbulkan ketika terjadi rusak atau tidak sahnya 

suatu mahar. 

3. Analisis empat madhab terhadap terhadap pengharaman mahar cincin 

berdarah dalam fatwa BATHULmasa<il XXI Foum Musyawarah Pondok 

Pesantren se Jawa dan Madura. 

4. Solusi hukum dari masalah-masalah kontemporer, dalam hal ini terkait 

pengharaman maskawin cincin berdarah menurut perspektif empat 

madhab. 

5. Prosedur pembuatan maskawin berupa cincin yang mengandung darah. 

                                                           
19

 https://regional.kompas.com/read/2010/06/04/10023576/Cincin.Darah. Halal.jika. 

diganti.sperma diakses pada hari selasa 16 maret 2018 jam 19:56 

https://regional.kompas.com/read/2010/06/04/10023576/Cincin.Darah.%20Halal.jika.%20diganti.sperma
https://regional.kompas.com/read/2010/06/04/10023576/Cincin.Darah.%20Halal.jika.%20diganti.sperma
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6. Pengharaman mahar cincin berdarah dalam fatwa BATHULmasa<il XXI 

Foum Musyawarah Pondok Pesantren se Jawa dan Madura. 

 

Adapun yang merupakan batasan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Pengharaman mahar cincin berdarah dalam fatwa BATHULmasa<il XXI 

Foum Musyawarah Pondok Pesantren se Jawa dan Madura. 

2. Analisis empat madhab terhadap terhadap pengharaman mahar cincin 

berdarah dalam fatwa BATHULmasa<il XXI Foum Musyawarah Pondok 

Pesantren se Jawa dan Madura. 

C. Rummusan Masalah 

  Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang timbul berdasarkan hasil 

identifikasi dan batasan masalah yang sudah dipaparkan diatas. Dalam 

penelitian ini terdapat rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengharaman mahar cincin berdarah dalam fatwa 

BATHULmasa<il XXI Foum Musyawarah Pondok Pesantren se Jawa dan 

Madura? 

2. Bagaimana perspektif empat madhab terhadap pengharaman mahar cincin 

berdarah dalam fatwa BATHULmasa<il XXI Foum Musyawarah Pondok 

Pesantren se Jawa dan Madura? 
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D. Kajian Pustaka   

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lailatu Maghfiroh pada tahun 2017 

mahasiswa Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul 

‚Konsep Mahar dalam Al-Qur’an (sebuah kajian tematik). Dalam 

penelitian ini membahas tentang pengertian mahar menurut para 

mufassir, penafsiran ayat-ayat tentang mahar, konsep mahar dalam Al-

Qur’an dan kontekstualisasinya. Hasil penelitian tersebut menyatakan 

bahwa pemberian mahar adalah wajib sebagaimana pemberian suka rela 

tidak sebagai jual beli, dan mahar sepenuhnya hak istri, tidak ada batasan 

minimal dalam pemberian mahar. Namun yang terjadi saat ini berbeda 

dengan tuntunan ayat Al-Qur’an dan hadits Nabi, tidak sedikit orang 

meninggikan maharnya. Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan 

pembahasan penulis, yakni terkait konsep mahar menurut perspektif 

Islam. Adapun pembahasan penulis lebih mengerucut terhadap konsep 

mahar yang diutarakan oleh empat madhab, terhadap fatwa pengharaman 

mahar cincin berdarah.
20

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Miftachul Choiroh pada tahun 2013 

mahasiswa Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul 

‚Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pengharum Ruangan yang 

Terbuat dari Kotoran Sapi (Studi Kasus di SMA Muhammadiyah 1 Babat 

Kabupaten Lamongan‛. Penelitian ini membahas tentang bahan dasar 

kotoran sapi yang digunakan sebagai pembuatan pengharum ruangan dan 

                                                           
20

 Lailatu Maghfiroh, Konsep Mahar dalam Al-Qur’an (sebuah kajian tematik), (Skripsi--UIN 

Sunan Ampel, Surabaya, 2017) 
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dianalisis menggunakan teori maslahah mursalah. Hasil penelitian 

tersebut menyatakan bahwa proses pembuatan pengharum ruangan sudah 

dianggap benar-benar menghilangkan unsur najis dan tidak 

membahayakan manusia. Sehingga ketika ditinjau dari segi maslahah. Hal 

ini merupakan maslahah tsaniyah (kemaslahatan tersier), karena 

menggunakan pengharum ruangan merupakan kebutuhan akhir manusia. 

Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis terkait pemanfaatan benda najis. Adapun 

perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, yakni terkait 

pemanfaatan benda najis yang digunakan sebagai mahar dalam bentuk 

cincin berdarah dalam suatu perkawinan.
21

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Fitri Hidayati pada tahun 2016 

mahasiswa Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul 

‚Anilisis Hukum Islam Terhadap Modernisasi Mahar Nikah di KUA 

Jambangan Surabaya‛. Penelitian ini membahas tentang perspektif 

hukum Islam terhadap memodifikasi atau menghias mahar terlebih 

dahulu, sebelum diserahkan kepada calon mempelai wanita yang terjadi di 

KUA Jambangan Surabaya. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa 

memodifikasi mahar nikah memiliki dua implikasi hukum, yaitu mubah 

karena memang tidak ada larangan melaksanakan modernisasi dan 

makruh karena beberapa perubahan mahar membutuhkan biaya dan 

                                                           
21

 Miftachul Choiroh, Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pengharum Ruangan yang Terbuat 
dari Kotoran Sapi (Studi Kasus di SMA Muhammadiyah 1 Babat Kabupaten Lamongan ) 

(Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013) 
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waktu. Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis, tentang hukum memodifikasi mahar agar terlihat 

lebih menarik. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis disini lebeh 

condong dengan pola modifikasi mahar menggunakan darah sebagai 

bahannya.
22

 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Halim pada tahun 2009 mahasiswa 

Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul 

‚Konsep Mahar Dalam Pandangan Prof.Dr. Khoiruddin Nasution‛. 

Penelitian ini membahas tentang konsep relevansi mahar dimasa kekinian 

menurut Khoirudin nasution.  Hasil penelitian tersebut menyatakan 

bahwa mahar merupakan simbol cinta dan kasih sayang dari pihak laki-

laki kepada perempuan. Adapun bangsa arab pada zaman dahulu memiliki 

kecenderungan memarjinalkan kaum perempuan hal tersebut kemudian 

dikikis bertahap oleh Islam. Wanita yang sebelumnya tidak memiliki 

properti apapun, dengan datangnya Islam diberikan mahar dan waris. 

Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis yakni terkait relevansi mahar dimasa kini. Adapun 

perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, disini penulis 

menggunakan pendapat pendapat madhab Syafi’i, Hanafi, Hambali dan 

Maliki sebagai rujukan pembahasan mahar yang dikomparasikan dengan 

                                                           
22

 Eka Fitri Hidayati, Anilisis Hukum Islam Terhadap Modernisasi Mahar Nikah di KUA 
Jambangan Surabaya  (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016) 
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fatwa bahs\ul masa<il Forum Musyawarah Pondok Pesantren se Jaawa dan 

Madura tentang pengharaman cincin berdarah.
23

 

       Penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan tersebut diatas, sangatlah 

berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis meskipun 

ada yang sama dalam segi objek penelitiannya namun ada yang berbeda 

dari segi pendekatan dan teori yang akan digunakan. Dari penelitian-

penelitian diatas belum ada yang membahas secara spesifik tentang 

pengharaman suatu mahar yang berbentuk cincin berdarah. Maka dari itu 

penulis melakukan penelitian yang berjudul Studi Komparasi Perspektif 

Empat Madhab Terhadap Pengharaman Mahar Cincin Berdarah Dalam 

Fatwa Bahs\ul masa<il XXI Forum Musyawarah Pondok Pesantren se Jawa 

dan Madura. 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, penelitian ini 

mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengharaman mahar cincin berdarah dalam fatwa 

BATHULmasa<il XXI Foum Musyawarah Pondok Pesantren se Jawa 

dan Madura. 

2. Untuk mengetahui analisis empat madhab terhadap pengharaman 

mahar cincin berdarah dalam fatwa BATHULmasa<il XXI Foum 

Musyawarah Pondok Pesantren se Jawa dan Madura. 

                                                           
23

 Abdul Halim, Konsep Mahar Dalam Pandangan Prof.Dr. Khoiruddin Nasution (Skripsi--UIN 

Sunan Ampel, Surabaya, 2009) 
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F. Kegunaan Hasil Penelitian 

       Kegunaan hasil penelitian ini ditinjau dari segi teoritis dan praktis.
24

 

1. Segi Teoritis 

Penelitian ini menguji sebuah teori atau konsep lama yang 

berkembang menjadi teori baru yang dianggap relevan untuk 

diterapkan pada era yang berbeda dan kondisi yang berbeda yang 

dirasakan oleh sang peneliti secara langsung maupun tidak. 

2. Segi Praktis 

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai rujukan 

hukum oleh kalangan umat Islam dan menjadi referensi karya ilmiah 

dan pustaka bagi peneliti berikutnya. Adapun bagi penulis sendiri 

adalah sebagai latihan dalam penulisan karya tulis ilmiah sekaligus 

sebagai aplikasi ilmu yang penulis dapatkan selama perkuliahan. 

G. Definisi Operasional 

       Definisi operasional diperlukan untuk mempertegas dan memperjelas 

arah pembahasan masalah yang diangkat. Agar tidak terjadi kesalah 

pahaman atau multi-interpretasi dalam memahami pembahasan penelitian 

ini, maka penulis perlu memberikan definisi operasional sebagai berikut: 

1. Perspektif merupakan sudut pandang dari setiap orang yang tentunya 

cenderung berbeda. Adapun perspektif dalam penelitian ini 

difokuskan terhadap pendapat dari empat madhab. 

                                                           
24

 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 54. 
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2. Empat madhab yang karyanya masih terus berkembang hingga saat ini 

adalah madhab Syafi’i, Hanafi, Hambali dan Maliki. Meskipun 

terdapat banyak madhab yang dapat kita jumpai. Akan tetapi disini 

hanya menggunakan perspektif madhab Syafi’i, Hanafi, Hambali dan 

Maliki untuk dikomparasikan dengan fatwa pengharaman cincin 

berdarah oleh BATHULmasa<il XXI Forum Musyawarah Pondok 

Pesantren Se Jawa Dan Madura. 

3. Pengharaman cincin berdarah merupakan produk dari BATHULmasa<il 

XXI Forum Musyawarah Pondok Pesantren Se Jawa Dan Madura 

yang dilaksanakan diPondok Pesantren Lirboyo. Adapun yang melatar 

belakangi pembentukan fatwa ini adalah pernikahan dari seorang 

pengusaha bernama Ardie Bakrie dengan artis bernama Nia 

Ramadhani. 

H. Metode Penelitian 

 Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis menerapkan metode 

kualitatif, yaitu penelitian  berdasarkan kajian pustaka. Adapun 

tahapannya adalah sebagai berikut: 

1. Data yang telah dihimpun  

Data yang telah dihimpun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

: 

a. Pendapat empat madhab tentang mahar. 

b. Definisi tentang fatwa. 

c. Metode istinbat hukum forum bahs\ul masa<il 
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2. Data 

Data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) macam : 

a. Data  Primer 

Data primer merupakan bahan pustaka yang berisikan 

pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian 

baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu 

gagasan.
25

 Adapun dalam penelitian ini digunakan sumber primer 

‚fatwa BATHULmasa<il XXI Forum Musyawarah Pondok 

Pesantren se Jawa dan Madura‛. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan rujukan untuk memperjelas dari data 

primer. Penelitian ini menggunakan sumber sekunder berupa buku-

buku, segala bentuk referensi baik jurnal, artikel maupun karya 

tulis lainnya yang relevan dan kredibel untuk menunjang 

kelengkapan data pada penelitian ini. Sumber data sekunder dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Fiqih Sunnah karangan Sayyid Sabiq alih bahasa oleh Moh. 

Thalib. 

2) Bida>yah a>l-Mujtahid karangan Ibn Rusyd alih bahasa oleh 

Imam Ghazali Said. 

3) Al-Fiqh al-Isl>ami> Wa Adillatuhu karangan Wahbah Zuhaili 

alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani. 

                                                           
25

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif  (Jakarta: Rajawali Pers, 

2015), 29. 
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4) Fiqih Lima Madzhab karangan Muhammad Jawad Mughni>yah 

alih bahasa oleh Masykur. 

5) Sumber-Sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

3. Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, maka penelitian ini 

menerapkan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Studi Dokumenter, merupakan suatu teknik mencari data dengan 

cara membaca dan menelaah data, dalam hal ini berupa fatwa 

BATHULmasa<il XXI Forum Musyawarah Pondok Pesantren se 

Jawa dan Madura. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data 

tentang hukum pengharaman cincin berdarah. 

4. Pengolahan Data 

 Data yang sudah diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber 

data kemudian akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Editting 

Setelah data terkumpul, maka hal yang harus dilakukan adalah 

proses editing (pemeriksaan data) yakni proses pemeriksaan 

kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, 

kejelasan, keserasian, dan keterkaitan antara data satu dengan 

yang lainnya.
26

 

b. Organizing 

                                                           
26

 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004), 118.   
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Dalam proses ini penulis mengatur dan menyusun data sumber 

dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh 

gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta 

mengelompokkan data yang diperoleh.
27

 

c. Analyzing 

Merupakan proses dimana penulis melakukan analisa terhadap 

hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber 

penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, 

sehingga diperoleh kesimpulan.
28

 

5. Teknik Analisis Data 

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data ialah 

menggunakan deskriptif analisis, artinya memaparkan atau 

menggambarkan data yang terkumpul berupa literatur yang berkaitan 

dengan mahar.
29

Kemudian dianalisis dengan perspektif empat 

madzhab sehingga memperoleh hasil penelitian yang kredibel dan 

kemudian disimpulkan.  

       Adapun dalam menentukan pola pikir, penulis cenderung 

menggunakan pola pikir deduktif, artinya memaparkan teori hukum 

Islam terkait mahar menurut empat madhab untuk menganalisis 

                                                           
27

 Chalid Nabuko dan Abu Achmadi, MetodologiPenelitian (Jakarta: BumiAksara, 1997), 154. 
28

 Ibid., 195. 
29

 Soekidjo Notoatmodjo, Metodologi Penelitian Kesehatan (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 

135.   
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problematika pengharaman akad nikah menggunakan mahar cincin 

berdarah secara lebih mendalam.
30

 

  

I. Sistematika Pembahasan 

       Untuk memudahkan dalam memahami terkait apa yang ada dalam 

penelitian ini, penulis membagi menjadi lima bab. Adapun sistematikanya 

sebagai berikut: 

       Bab pertama, berisikan tentang pendahuluan yang meliputi latar 

belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, 

kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, dan 

sitematika pembahasan. 

       Bab kedua, berisi tentang kerangka teoritis yang akan digunakan 

untuk menganalisis permasalahan yang ada, yang berisi tentang 

pemaparan dari perspektif empat madhab yang meliputi madhab Syafi’i, 

Hanafi, Hambali dan Maliki terkait mahar yang diharamkan. 

       Bab ketiga, pada bab ini memaparkan hasil penelitian yang 

dilakukan. Yakni data penelitian yang berkaitan dengan Forum 

Musyawarah Pondok Pesantren dan fatwa yang dicetuskan terkait 

pengharaman mahar cincin berdarah. 

       Bab keempat, merupakan analisis dari perspektif empat madhab 

terhadap pengharaman mahar cincin berdarah dalam fatwa 

BATHULmasa<il XXI Forum Musyawarah Pondok Pesantre se Jawa dan 

                                                           
30

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 03.   
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Madura. Sehingga dari analisis yang dilakukan dapat menjawab rumusan 

masalah yang terdapat pada bab pertama.  

       Bab kelima, merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan 

dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan 

serangkaian pembahasan dari bab pertama sampai bab keempat yang 

berupa analisis terhadap data yang diperoleh dan merupakan jawaban atas 

pertanyaan pada rumusan masalah yang ada, yang kemudian ditutup 

dengan saran.  
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BAB II 

PENGGUNAAN MAHAR CINCIN BERDARAH DALAM 

PERSPEKTIF EMPAT MADHAB   

A. Selayang Pandang Tentang Empat Madhab 

       Para Imam Mujtahid layaknya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam 

Syafi’I dan juga Imam Hambali, bukan lagi sosok yang asing bagi para 

umat Islam yang ada diIndonesia. Adapun selain Imam madhab yang 

empat tersebut, para ilmuan mengenal juga nama-nama, seperti Imam 

Daud az-Zahiri, Imam Syi’ah Zaidiyah, Syi’ah Imamiyah dan juga Imam 

Mujtahid yang lainnya. Namun, untuk mengetahui pola dari pemikiran 

Imam tersebut sangatlah terbatas. Bahkan ada yang lebih condong untuk 

mendalami pemikiran madhab tertentu saja hal ini dapat terjadi. Adapun 

penyebabnya adalah karena hegemoni dari sebuah lingkungan dan juga 

karena ilmu yang diterima dari guru yang menganut madhab tertentu 

saja.
1
 

1. Imam Hanafi 

       Menurut riwayat yang masyhur, Imam Hanafi merupakan ulama’ 

yang terlahir dikota Kufah pada tahun 80 H/699 M. Beliau memiliki 

nama Nu’man bin Tsabit bin Zautha bin Mah. Beliau bukanlah 

keturunan dari bangsa arab, Ayah beliau merupakan keturunan Persi 

                                                           
1
 M. ali hasan, Perbandingan Madhab,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1996),183. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23 
 

 
 

yang berpindah tempat tinggal sebelum belau dilahirkan.
2
 Imam 

Hanafi merupakan sosok yang dikenal sebagai orang yang sangat rajin 

dalam hal menuntut ilmu. Beliau mempelajari semua cabang keilmuan 

yang bersangkutan dengan keagamaan, awalnya beliau mempelajari 

ilmu tentang hukum agama dan kemudian ilmu kalam. Akan tetapi 

dalam pembahasan ini dikerucutkan pada masalah fiqih saja, tanpa 

menyampingkan arti ilmu yang lain, beliau sendiri memang sangat 

tertarik untuk mempelajari ilmu fiqih dalam berbagai aspek 

kehidupan. Imam Maliki dan Imam Syafi’I mengakui kepandaian dari 

Imam Hanafi dalam hal fiqih.
3
 Dalam menetapkan suatu hukum, 

Imam Hanafi memprioritaskan Al-Qur’an sebagai sumber utama, akan 

tetapi ketika Al-Qur’an tidak menyinggung tentang materi yang 

dibutuhkan, maka beliau mencari pada hadits nabi, fatwa dari para 

sahabat, qiyas, istihsan dan adat yang berlaku pada masyarakat 

muslim ketika masa itu.
4
 

2. Imam Maliki 

       Sosok yang memiliki nama Malik bin Anas bin Malik bin Abi 

Amir Al Ashbaby dan akrab dengan julukan Imam Malik ini 

merupakan tokoh madhab yang terlahir dikota Madinah pada tahun 93 

H/712 M. Beliau merupakan keturunan bangsa Arab. Perlu kita 

tekankan bahwa Ayah beliau yang bernama Anas bin Malik hidup 

                                                           
2
 Moenawar chalil, Biografi Empat Serangkaian Imam Madhab,(Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 

19. 
3
 M. ali hasan, Perbandingan Madhab…, 185 

4
 Ibid., 79. 
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pada masa setelah sahabat. Bukan Anas bin Malik yang hidup pada 

masa Rasulullah.
5
 Imam Maliki dikenal sebagai sosok yang pandai 

dalam urusan agama dapat kita ketahui dari pernyataan ulama yang 

hidup pada masanya. Seperti pernyataan Imam Hanafi yang 

mengemukakan bahwa beliau tidak pernah bertemu orang yang lebih 

alim dari Imam Maliki. Bahkan  Imam al-Laits bin Sa’ad juga pernah 

berkata, bahwa pengetahuan dari Imam Maliki merupakan 

pengetahuan orang yang bertakwa kepada Allah dan boleh dipercaya 

bagi setiap orang yang hendak mengambil ilmu pengetahuan.
6
 Adapun 

dasar hukum yang digunakan oleh Imam Maliky adalah Al-Qur’an, 

Hadits,  Ijma’ para ulama’ Madinah, qiyas dan istishlah. Terkadang 

beliau menolak suatu hadits apabila hadits tersebut tidak diamalkan 

atau bertentangan dengan para ulama’ Madinah pada masanya.
7
 

3. Imam Syafi’i 

       Memiliki nama asli Muhammad yang terlahir diGhuzah pada 

tahun 150 H/767 M, bertepatan dengan wafatnya dua Imam besar 

yaitu Imam Hanafi dan Imam Ibnu  Jurajj Al-Makky. Beberapa orang 

meramalkan bahwa Imam Syafi’i akan menggantikan kedua Imam 

tersebut dalam hal ilmu pengetahuan.
8
 Kepandaian Imam Syafi’I 

dalam fiqih dapat kita ketahui dengan usia 15 tahun, beliau sudah 

termasuk golongan yang ahli fiqih diMekah, dan sudah andil dalam 

                                                           
5
 Moenawar chalil, Biografi Empat Serangkaian Imam Madhab…,84. 

6
 M. ali hasan, Perbandingan Madhab,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1996), 196. 

7
 Moenawar chalil, Biografi Empat Serangkaian Imam Madhab…, 139. 

8
 Ibid., 149. 
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majelis fatwa dengan kedudukan sebagai seorang mufti. Selain pandai 

dalam keilmuan fiqih, beliau juga menguasai hadits dan tafsir, hal ini 

dilatar belakangi oleh hafalnya kitab al-muwatha’ sebelum beliau 

dewasa.
9
 Dalam pengambilan suatu hukum, Imam syafi’i 

menggunakan Al-Qur’an, as-Sunnah, ijma’, qiyas dan istidlal. Beliau 

tidak pernah menggunakan pedapat manusia sebagai suatu dasar 

hukum.
10

 

4. Imam Hanbali 

       Terlahir diBaghdad pada tahun 164 H/780 M, memiliki nama 

Ahmad sedangkan lebih akrab ditelinga kita dengan nama Imam 

Hambaly. Kedua orang tua beliau merupakan golongan dari bangsa 

Arab  dan memiliki kesambungan nasab dengan Nabi Muhammad.
11

 

Dibalik keahliannya dalam bidang fiqih walaupun fiqihnya sebenarnya 

adalah atsar. Ibnu Jarir mengelompokkan Imam Hambali kedalam 

urusan hadits, bukan sebagai ulama fiqih, sama halnya dengan Ibn 

Kutaibah. Hal ini terjadi karena Imam Hambali tidak mengkodifikasi 

fiqihnya dalam suatu kitab, tidak juga mendiktekannya kepada para 

muridnya layaknya Abu Hanifah. Adapun yang menjadi pegangan 

prang dalam penukilan fiqihnya, merupakan kegiatan dari para murid 

beliau.
12

 Dasar hukum yang digunakan oleh beliau adalah hadits, 

perkataan sahabat nabi, perkataan tabi’in, dan ketika dari beberapa 

                                                           
9
 M. ali hasan, Perbandingan Madhab…, 206. 

10
 Moenawar chalil, Biografi Empat Serangkaian Imam Madhab…, 244. 

11
 Ibid., 251. 

12
 M. ali hasan, Perbandingan Madhab…, 224. 
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sumber tersebut masih beluh didapatkan suatu dasar hukum maka 

beliau menggunakan hadits yang lemah namun tidak bertentangan 

dengan hadits lainnya.
13

 

B. Mahar Dalam Perspektif Empat Madhab 

1. Pengertian Mahar 

       Jika kita amati dengan pendekatan historis kedudukan mahar 

sendiri merupakan implementasi dari upaya yang dilakukan oleh 

Islam, guna menghargai kedudukan seorang wanita. Pada zaman 

jahiliah ketika hendak melangsungkan perkawinan harta dari pihak 

calon suami diserahkan kepada pihak ayah, sedangkan seorang wanita 

selaku calon istri tidak memiliki hak atas apapun dan seolah-olah 

dimarjinalkan. Adapun semenjak hadirnya Islam konsep tersebut 

dirubah, dimana harta dari calon mempelai pria tidak diserahkan 

kepada pihak Ayah, melainkan diberikan langsung kepada pihak 

wanita selaku calon mempelai yang akan dinikahi. Mempelai wanita 

juga memiliki hak mutlak atas harta tersebut, sehingga pihak keluarga 

tidak memiliki wewenang atas harta tersebut jika tidak ada izin dari 

calon mempelai wanita itu sendiri.
14

 

       Mahar dalam nomenklatur masyarakat Indonesia sering juga 

disebut dengan istilah maskawin, yang dinamakan mahar atau 

maskawin sendiri adalah pemberian dari seorang suami kepada 

istrinya baik itu sebelum, sesudah atau ketika sedang berlangsungnya 

                                                           
13

 Ibid., 299. 
14

 Sayid Sabiq, Fikih Sunah 7, alih bahasa : Moh. Thalib, (Bandung:), 52. 
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akad sebagai suatu pemberian yang hukumnya adalah wajib. Mahar 

juga merupakan simbol dari rasa cinta yang dimiliki oleh pihak pria 

kepada wanita yang telah bersedia untuk menjadi seorang istri dari 

pihak pria itu sendiri.
15

 

       Mengenai mahar, tentunya merupakan suatu yang patut dikaji 

meskipun bukanlah rukun dari pernikahan. Berikut ini adalah definisi 

mahar menurut empat madhab, yaitu:
16

 

a. Madhab Hanafi mendefinisikan mahar sebagai suatu hak yang 

didapatkan oleh perempuan akibat terjadinya suatu akad 

pernikahan. 

b. Madhab Maliki menjelaskan mahar sebagai sesuatu yang diberikan 

kepada istri sebagai suatu imbalan atas persetubuhan yang 

dilakukan dengannya. 

c. Madhab Syafi’I mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang 

diwajibkan sebab adanya pernikahan atau persetubuhan. 

d. Madhab Hambali mendefinisikannya sebagai pengganti dalam 

suatu akad pernikahan, baik mahar terebut ditentukan dalam 

redaksi akad atau setelah terjadinya akad dengan kesepakatan dari 

kedua belah pihak maupun hakim. Atau sebagai pengganti dalam 

kondisi pernikahan, seperti terjadinya suatu persetubuhan yang 

syubhat dan persetubuhan yang terjadi secara paksa. 

                                                           
15

 Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Ed.rev 
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 285 
16

 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 9, alih bahasa oleh: Abdul Hayyie al-

Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2010), 230. 
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      Perlu ditekankan bahwa mahar merupakan suatu kewajiban bagi 

pihak pria bukan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh pihak 

wanita. Hal ini sesuai dengan prinsip syariat yang menyatakan bahwa 

seorang perempuan tidak memiliki beban atau kewajiban sama sekali 

dalam hal nafkah, baik ketika menjadi seorang Ibu, anak perempuan 

ataupun menjadi seorang istri. Sesungguhnya yang memiliki 

kewajiban untuk memberi nafkah adalah seorang pria, baik berbentuk 

mahar maupun nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini 

terjadi karena seorang laki dianggap lebih mampu untuk berusaha dan 

untuk mencari rezeki.
17

 

       Adapun jika seorang pria dan wanita memiliki kesepakatan untuk 

menikah tanpa adanya sebuah mahar, atau kedua belah pihak telah 

menyebutkan mahar dalam redaksi akad, namun mahar tersebut 

merupakan sesuatu yang secara syariat tidak boleh dimiliki, seperti 

minuman keras, babi dan benda yang memiliki sifat najis seperti 

kotoran binatang, maka menurut pendapat dari jumhur fuqaha selain 

madhab Maliki akadnya tetaplah sah. Namun pihak perempuan 

memiliki ha katas mahar mithil karena disebabkan oleh persetubuhan 

atau suatu kematian. Sedangkan menurut pendapat madhab Maliki, 

apabila seorang pria dan wanita sepakat untuk minggalkan mahar 

                                                           
17

 Ibid., 232. 
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ketika hendak melangsungkan perkawinan, maka pernikahan tersebut 

fa>sid.18 

2. Dasar Hukum Mahar 

       Fuqaha memiliki pendapat yang sama dalam memberikan 

kedudukan mahar, yaitu sebagai hal yang wajib dalam suatu 

pernikahan dan melarang upaya untuk meniadakan mahar dalam 

pernikahan. Hal ini dilatar belakangi oleh firman Allah dan hadits 

Nabi yang sebagai berikut: 

ْۡ اۡفَكُُيُهُۡۡمنّسَِاءَٓۡٱۡوَءَاثيُا س  ء ۡوِّن هُۡنَف  ۡعَنۡشََ  ۡمكَُه  َ فإَنِۡطِبۡ   ۡ ۡنِِ نَة   صَدُقَ جىِِن 

رِٓ ۡۡٔۡ وَنيِٓۡ  اۡۡٔۡ اۡو 

       Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 

sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka 

menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang 

hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) 

yang sedap lagi baik akibatnya. (An-nisa’ : 4)
19

 

وۡ ۡنِۡبإِذِۡ ۡنكِحُيوُنۡ ٱفَۡ
َ
جُيروَُنۡ ۡوَءَاثيُوُنۡ ۡنىِِنۡ أ

ُ
ۡۡأ

       karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan 

berilah maskawin mereka menurut yang patut (An-nisa’ : 25)
20

 

                                                           
18

 Ibid, 233.  
19

 Lihat, Qur’an inword 
20

 Lihat,  Qur’an inword 
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       Asy-Syafi’I r.a menyatakan bahwa dalam suatu akad pernikahan 

itu memliki dua perkara yang pertama, akad dari pernikahan itu 

sendiri dan yang ke dua adalah mahar yang hukumnya wajib ketika 

akad pernikahan itu terjadi.
21

 

3. Macam-macam Mahar 

       Mahar sendiri diklasifikasikan menjadi dua macam, hal ini 

berdasarkan pada dijelaskan atau tidaknya mahar ketika terjadinya 

akad :
22

 

a. Mahar Musamma 

       Mahar musamma adalah mahar yang disebutkan terkait wujud 

atau nilainya secara spesifik ketika berlangsungnya akad,. Ini 

merupakan mahar yang sering kita jumpai dalam suatu akad 

pernikahan. Wajib hukumnya untuk seorang suami membayar 

mahar tersebut sesuai dengan yang disampaikan ketika akad. 

     Penyerahan mahar musamma sebaiknya secara langsung atau 

tunai ketika berlangsungnya akad nikah. Namun, dalam kondisi 

dan situasi tertentu boleh saja tidak diserahkan secara tunai, 

bahkan diperbolehkan membayarnya secara cicilan. 

Sebagian ulama’ diantaranya Malikiyah membolehkan pemberian 

mahar setelah terjadinya akad ketika dari pihak suami hendak 

menggauli istrinya.  

                                                           
21

 Asy-Syafi’I, Al-Umm (kitab induk) 7 alih bahasa: Ismail Yakub (Jakarta: CV. Faizan, 

1983),324. 
22

 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam diIndonesia, (Jakarta: Prenamedia Group, 2006),88. 
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b. Mahar Mithil 

       Mahar Mitsil adalah mahar yang diberikan ketika dalam suatu 

proses akad nikah tidak disebutkan terkait wujud atau nilai dari 

suatu mahar. Sehingga suami wajib memberikan mahar kepada 

istri sebesar mahar yang ditrima oleh perempuan yang terdapat 

pada keluarga istri. 

       Madhab Hanafi telah menetapkan bahwa mahar seorang 

perempuan adalah setara dengan mahar yang diterima oleh 

seorang istri dari pihak ayahnya  ketika terjadinya akad. Seperti 

halnya saudara perempuan dari ayah, bibi dari pihak ayah dan 

sepupu perempuan dari pihak sang ayah, yang tinggal dinegara 

yang sama dan juga diwaktu yang sama pula. 

       Adapun penyebab terjadinya mahar mithil adalah sebagai 

berikut : 

1) Kondisi dimana suami tidak menyebutkan terkait wujud atau 

nilai mahar ketika akad. 

2) Suami telah menyebutkan mahar musamma, akan tetapi mahar 

tersebut tidak memenuhi syarat atau mahar tersebut cacat 

sepertihalnya maharnya adalah minuman keras. 

3) Terdapat perselisihan antara pihak suami dan istri terkait 

wujud atau nilai dari mahar musamma. 
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4. Syarat-Syarat Mahar 

       Agar suatu mahar dapat dianggap sah, maka harus sesuai dengan 

persyaratan yang ditetapkan. Adapun persyaratan benda yang dapat 

dijadikan sebagai mahar adalah sebagai berikut: 

a. Merupakan suatu benda yang bisa dimiliki seperti uang, sebuah 

jasa, binatang dan hal lainnya yang mempunyai nilai jual. Tidak 

diperbolehkan menggunakan barang berupa khamar, babi dan yang 

lain sebagainya. Karena hal tersebut tidak bisa dimiliki.
23

 

       Benda yang bisa dimiliki tentunya bukanlah benda yang 

termasuk golongan benda yang najis. Seperti  khamar, babi dan 

darah merupakan benda yang najis. Sehingga dilarang untuk 

dijadikan sebagai sebuah mahar. Imam Maliki menyatakan bahwa 

apabila benda yang tidak bisa dimiliki itu dijadikan sebagai 

mahar, maka akadnya dianggap fa>sad. Akan tetapi apabila telah 

terjadi persetubuhan maka akadnya tetap sah. Namun, sang istri 

memiliki hak atas mahar mithil. Sementara itu Syafi’I, Hanafi, 

Hambali dan mayoritas ulama Imamiyah memiliki pendapat 

bahwa akad tetap sah dan sang istri memiliki hak atas mahar 

mithil. Baik itu sudah terjadi atau belum terjadipersetubuhan. 
24

 

       Perbedaan pendapat dikalangan ulama ini terjadi. Karena 

perbedaan sudut pandang mengenai bisa disamakan atau tidaknya 

                                                           
23

 Ibid, 237. 
24

 Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Madhab, alih bahasa oleh: Masykur (Jakarta: Lentera, 2013), 

365  
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hukum terkait perkawinan dengan hukum jual beli. Bagi fuqaha 

yang berpendapat bahwa kedudukan pernikahan hukumnya sama 

dengan hukum jual beli. Menyatakan bahwa akad nikah menjadi 

batal karena disebabkan oleh rusaknya mahar, layaknya jual beli 

yang batal kerena rusaknya alat tukar. Adapun bagi fuqaha yang 

memiliki pendapat bahwa sahnya mahar tidak menjadi syarat 

sahnya akad nikah, dengan dalih bahwa penyebutan mahar tidak 

menjadi syarat sahnya akad nikah. Menyatakan bahwa pernikahan 

dapat terus berlangsung dan sah dengan pemberian mahar mithil. 

Adapun pendapat yang menyatakan perbedaan antara sebelum dan 

sesudah persetubuhan itu merupakan pendapat yang lemah.
25

 

b. Merupakan sesuatu yang dapat diketahui. Karena mahar 

merupakan obyek untuk mengganti dari apa yang hendak akan 

diganti, maka harus berupa sesuatu yang dapat menjadi sebuah 

visualisasi dari sebuah harga, kecuali dalam sebuah pernikahan 

tafdwidh, yaitu ketika keduah belah pihak tidak menyantumkan 

mahar dalam sebuah redaksi akad.
26

 

Apabila tidak bisa diketahui dari berbagai sisi terkait jumlah atau 

nilai dari suatu mahar maka menurut seluruh madhab kecuali 

maliki, akad tetap dianggap sah akan tetapi maharnya batal. 

Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa akadnya tidak sah dan 

                                                           
25

 Ibnu Rusyd, Bida>yatu>l Mujtahid, alih bahasa oleh: Imam Ghazali Said (Jakarta: Pustaka 

Amani, 2007), 454 
26

 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 9, alih bahasa oleh: Abdul Hayyie al-

Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2010)9, 238 
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di-faskh apabila belum terjadi hubungan suami istri. Namun, 

apabila sudah terjadi hubungan suami istri maka akadnya tetap sah 

dengan menggunakan mahar mithil.27 

c. Terbebas dari penipuan, mahar tidak boleh berupa budak yang 

sudah kabur, unta yang sedang tersesat, atau sesuatu yang lain 

menyerupai hal tersebut.
28

 

5. Batasan Benda yang Dapat di Jadikan Mahar 

       Menurut perspektif madhab Syafi’I dan Hambali. Batasan benda 

yang dapat dijadikan sebagai mahar adalah semua barang yang bisa 

diperjual belikan atau apapun yang bisa dinominalkan dalam bentuk 

harga baik itu dalam bentuk tunai ataupun hutang, baik itu berupa 

pekerjaan serta sesuatu yang dapat diketahui manfaatnya, meskipun 

jumlahnya tidaklah banyak.  Seperti menggembala dombanya dalam 

tempo yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang hendak 

melangsungkan akad.
29

 

       Adapun batasan mahar dalam perspektif madhab Maliki, yang 

berpendapat bahwa mahar merupakan sesuatu yang dapat dihargakan 

dalam perspektif syariat. Adapun dalam hal ini tentunya dapat berupa 

barang, binatang atau sebuah bangunan yang suci dan tidak memiliki 

                                                           
27

 Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Madhab , alih bahasa oleh: Masykur (Jakarta: Lentera, 2013, 

365 
28

 Ibid, 238 
29

 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 9, alih bahasa oleh: Abdul Hayyie al-

Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2010), 241. 
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sifat najis, karena yang bernajis tidak bisa dihargakan menurut sudut 

pandang syariat.
30

 

       Berikut ini penulis akan memaparkan terkait sesuatu yang 

memiliki unsur najis menurut empat madhab:
31

 

a. Anjing 

Semua madhab kecuali madhab Maliki memiliki pendapat yang 

sama terkait anjing itu bersifat najis. Madhab Maliki menyatakan: 

bejana yang dibasuh sebanyak tujuh kali jika terkena jilatan seekor 

anjing bukanlah karena najis, melainkan karena ibadah. Sedangkan 

Syafi’I dan Hambali menyatakan : bejana yang terkena jilatan 

anjing mwajib untuk dibasuh sebanyak tujuh kali, sedangkan satu 

kali diantaranya haruslah dibasuh dengan menggunakan tanah. 

Adapun Imamiyah menyatakan: bejana yang terkena anjing 

haruslah dibasuh sebanyak satu kali dengan tanah dan dua kali 

dengan mengggunakan air. 

b. Babi 

Semua madhab menghukuminya najis, sama halnya dengan anjing. 

Adapun menurut Imamiyah mewajibkan membasuh bejana yang 

terkena babi dengan menggunakan air sebanyak tujuh kali. 

c. Bangkai  

Semua madhab memiliki pendapat yang sama, bahwasannya 

bangkai binatang selain manusia hukumnya adalah najis, apabila 

                                                           
30

 Ibid, 240. 
31

 Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Madhab, alih bahasa oleh : Masykur (Jakarta: Lentera, 2013), 11 
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kluar darah yang mengalir pada binatang tersebut. Adapun 

bangkai manusia menurut Imam Maliki, Imam Syafi’I dan Imam 

Hambali adalah suci. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa 

bangkai manusia adalah najis dan yang terkana bangakai manusia 

dapat suci dengan cara mandi. Dan semua madhab menyepakati 

bahwasannya kesturi yang terpisah dari kijang adalah suci. 

d. Darah 

Terdapat kesepakatan dari keempat madhab bahwa darah adalah 

najis, kecuali darah dari orang yang mati syahid, selama darah 

tersebut berada diatas jasad dari orang tersebut. Begitu juga 

hukumnya darah yang tertinggal pada binatang persembelihan. 

Imamiyah memiliki pendapat, bahwa setiap darah hewan yang 

darahnya mengalir hukumnya adalah najis, begitu juga darah 

manusia yang mati syahid ataupun tidak. Sedangkan binatang 

yang darahnya tidak mengalir, entah itu binatang yang hidup 

dilaut ataupun darat dan binatang persembelihan, hukumnya 

adalah suci. 

e. Mani  

Menurut pendapat Imamiyah, Imam Maliki dan Hanafi 

menyatakan bahwa mani dari anak adam dan yang lainnya adalah 

najis, akan tetapi dikususkan oleh Imamiyah tentang mani 

binatang yang darahnya tidak mengalir adalah suci. Imam Syafi’I 

menyatakan bahwa air mani dari anak adam dan binatang kecuali 
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anjing dan babi adalah suci. Sedangkan Imam Hanafi menyatakan 

bahwa mani dari anak adam dan binatang yang dagingnya bisa 

dimakan adalah suci, sedangkan binatang yang tidak bisa dimakan 

dagingnya adalah najis. 

f. Nanah  

Menurut pendapat dari empat madhab adalah najis, sedangkan 

menurut Imamiyah adalah suci. 

g. Kencing 

Menurut pendapat empat madhab, air kencing dan kotoran 

manusia adalah najis. 

h. Sisa Binatang 

Binatang dikelompokkan menjadi dua, yaitu binatang yang bisa 

terbang dan tidak. Masing-masing kelompok tersebut dibagi lagi 

menjadi dua, yaitu yang bisa dikonsumsi dan yang tidak bisa 

dikonsumsi. Kelompok binatang yang bisa terbang dan dapat 

dikonsumsi, seperti burung ring dan elang. Menurut Imam Maliki 

dagingnya halal untuk dikonsumsi. Sedangkan binatang tidak 

terbang yang dagingnya dapat dikonsumsi seperti kambing dan 

binatang tidak terbang yang dagingnya tidak bisa dikonsumsi 

seperti kucing dan srigala, Imam Maliki tidak menganggapnya 

sebagai najis. Ada berbagai pendapat dari masing-masing madhab 

tentang sisa dari binatang tersebut. Imam Syafi’I menyatakan 

semua sisa dari binatang termasuk merpati, burung ciak dan juga 
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ayam hukumnta adalah najis. Sedangkan Imamiyah menyatakan 

bahwa sisa dari burung yang dagingnya dapat dikonsumsi atau 

tidak hukumnya adalah suci. Sisa dari binatang yang darahnya 

tidak mengalir juga suci. Sedangkan binatang yang darahnya 

mengalir yang dagingnya bisa dimakan adalah suci dan yang 

dagingnya tidak bisa dimakan adalah najis. Dan sisa binatang yang 

diragukan terkait halal dan haramnya hukumnya adalah suci. 

Imam Hanafi berkata bahwa sisa dari binatang yang tidak bisa 

terbang, seperti unta dan kambing hukumnya adalah najis. Adapun 

binatang yang bisa terbang apabila buang airnya diudara seperti 

merpati dan ciak, maka hukumnya adalah suci. Jika buang airnya 

dibumi seperti ayam dan angsa maka hukumnya adalah najis. 

Adapun menurut Imam Syafi’I dan Imam Hanafi, sisa dari 

binatang yang dagingya dapat dikonsumsi hukumnya adalah suci. 

Sedangkan binatang yang memiliki darah mengalir dan dagingnya 

tidak bisa dimakan hukumnya adalah najis. Dan semua madhab 

sepakat, bahwa sisa dari binatang yang najis hukumnya adalah 

najis. 

i. Benda Cair yang Memabukkaan 

Semua madhab sepakat bahwa statusnya adalah najis. 
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j. Muntah 

Hukumnya najis menurut empat madhab, berbeda dengan 

Imamiyah yang menyatakan bahwa muntah merupakn hal yang 

suci. 

k. Madzi dan Wadzi 

Menurut perspektif Imam Syafi’I, Imam Maliki dan Imam Hanafi 

hukumnya adalah najis. Sedangkan menurut Imamiyah hukumnya 

adalah suci. Berbeda pula menurut perspektif Imam Hambali yang 

menyatakan bahwa madzi hukumnya adalah suci dan wadzi 

hukumnya adalah najis. 

       Terkait najis yang dapat dimaafkan menurut ketentuan dari para 

fuqaha, akan penulis paparkan sebagai berikut:
32

 

a. Perspektif Madhab Hanafi 

Ulama’ dari madhab Hanafi telah menentukan najis yang 

dimaafkan berdasarkan jenis dari najis itu sendiri. Mereka 

berpendapat bahwa najis mugholazhah dan mukhafaffah yang bisa 

dimaafkan adalah ketika kadar dari najis tersebut sedikit. Mereka 

menyatakan bahwa najis mughalazzah yang dimaksut sedikit 

adalah ketika kurang dari satu dirham atau sama dengan 3,17 

gram, apabila najis tersebut kering beratnya harus sama dengan 20 

qirat. Adapun terkait najis yang basah bisa dimaafkan apabila 

tidak sampai satu kepal tangan. Menurut pendapat yang masyhur 

                                                           
32

 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 1, alih bahasa oleh: Abdul Hayyie al-

Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2010), 266. 
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dari kalangan madhab hanafi, apabila menunaikan sholat dengan 

membawa najis yang sedikit meskipun dimaafkan, hukumnya 

adalah haram. 

       Najis mukhaffafah yang terkena pakaian dapat dianggap 

sedikit apabila najis tersebut tidak sampai terkena seperempat dari 

pakaian. Apabila yang terkena adalah badan, maka ukurannya 

tidak sampai seperempat dari anggota tubuh seperti tangan dan 

kaki. 

       Begitu juga air kencing atau kotoran kucing dan tikus 

hukumnya dimaafkan, jika terkena makanan atau pakaian karena 

darurat. Adapun percikan air kencing yang jumlahnya sedikit 

seukuran kepala jarum karena darurat, meskipun yang terkena 

adalah seluruh pakaian atau badan. Namun jika percikan itu 

mengenai air yang sedikit maka hukumnya adalah najis menurut 

pendapat yang ashah. 

      Darah yang mengenai tubuh atau pakaian orang yang 

menyembelih hukumnya sama dengan air kencing yang jumlahnya 

sedikit. begitu juga dengan kotoran binatang  seperti lembu dan 

gajah hukumnya sama ketika dalam keadaan darurat. Begitupun 

hukumnya pada darah yang masih berada pada urat saraf dari 

binatang yang disembelih. 

b. Perspektif Madhab Maliki 
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Menurut perspektif ulama madhab Maliki, kadar darah dari 

binatang darat yang sedikit hukumnya adalah dimaafkan. Ash-

shadid dan al-qa’ih yang jumlahnya sedikit juga dimaafkan, yaitu 

apabila kadarnya satu dirham al-bighali. Artinya, kadarnya serupa 

dengan bulatan hitam yang terdapat pada binatang bighal atau 

kurang dari kadar tersebut. Hal ini tetap berlaku meskipun darah 

itu berasal dari tubuh orang itu sendiri ataupun keluar dari tubuh 

orang lain. Berlaku juga apabila darah itu mengenai suatu tempat, 

pakaian, badan dan lain sebagainya. 

       Bekas bisul sejak awal mulai mengalir juga dimaafkan, jika 

memang bisul tersebut jumlahnya banyak, baik disebabkan karena 

dipencet ataupub keeluar dengan sendirinya. Karena apabila 

jumlahnya banyak akan sulit diatasi dan bersifat darurat. Apabila 

bisul tersebut hanya sebiji saja, maka airnya yang kluar dengan 

sendirinya atau kluar karena dipencet, maka hukumnya adalah 

dimaafkan. Namun apabila dipencet dengan tanpa keperluan maka 

tidak dimaafkan, kecuali tidak melebihi satu dirham. 

c. Perspektif Madhab Syafi’i 

       Ulama dari kalangan madhab Syafi’I berpendapat bahwa tidak 

ada najis yang dimaaafkan, kecuali najis yang tidak dapat dilihat 

oleh mata normal, layaknya darah yang sedikit dan juga percikan 

air kencing yang sedikit. 
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       Dimaafkan juga, baik banyak atau sedikit jumlahnya darah 

jerawat, kepinding, bisul, kudis dan juga nanah. Suatu tempat 

bekam dan hisapan darah, najis dari lalat, air kencing dari seekor 

kelelawar, kencing yang keluarnya berterusan dan darah 

istihadhah. Hukumya adalah dimaafkan, karena sulit untuk 

dihindari. 

d. Perspektif Madhab Hambali 

       Madhab Hambali berpendapat bahwa kadar najis yang sedikit, 

meskipun tidak terlihat oleh mata, seperti najis yang melekat pada 

kaki dari seekor lalat dan semuanya tidaklah dimaafkan. 

       Akan tetapi madhab ini memaafkan jumlah yang sedikit dari 

darah, nanah dan air dari luka selagi tidak mengenai makanan atau 

benda cair, karena sulit terhindar dari benda najis tersebut. Hukum 

ini berlaku pada makhluk hidup yang dianggap suci semasa 

hidupnya, baik itu dari manusia atau binatang yang bisa 

dikonsumsi. Adapun jika najis tersebut keluar dari kemaluan maka 

tetaplah najis hukumnya 
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BAB III 

Pengharaman Mahar Cincin Berdarah Dalam Fatwa BATHULMasa<il 

XXI Forum Musyawarah Pondok Pesantren Se Jawa Dan Madura 

A. Pengertian BATHULMasa<il Forum Musyawarah Pondok Pesantren Se Jawa 

Dan Madura 

1. Gambaran Umum Forum BATHULMasa<il 

       Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu jam’iyyah diniyyah 

Islamiyyah (organisasi masyarakat Islam) yang besar, sehingga NU juga 

memilik tanggung jawab yang besar dalam memajukan kehidupan 

beragama ditengah masyarakat luas. Sebagai salah satu organisasi Islam, 

NU mempunyai tradisi keilmuan yang dikenal dengan khazanah lama, 

yaitu mengaji kitab-kitab terkemuka al-Kutub al-mu’tabarah.
1
 

       Secara bahasa, kata bahs\ul masa<il terdiri dari dua kata, yaitu bahs}un 

dan masa>il. Kata bahs\un memiliki arti pemeriksaan, penyelidikan, 

mempelajari, dan mendiskusikan. Sedangkan kata masa<>il yang merupakan 

bentuk jamak dari kata masalah yang memiliki arti pertanyaan, persoalan, 

isu, perkara, hal, kejadian, dan problem. Sehingga bahs\ul masa<il dapat 

diartikan sebagai pemeriksaan, penyelidikan, terhadap permasalahan-

permasalahan.
2
 

                                                           
1
 Busyairi Harits, Islam NU Pengawal Tradisi Sunni Indonesia, cet I, (Surabaya, Khalista: 2010), 

58. 
2
 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab-Indonesia, cet III, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 

1996), 63 
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       Lembaga Bahs\ul Masa<il merupakan sumbangan yang besar dan tak 

ternilai harganya bagi NU. Lembaga ini merupakan sebuah lembaga yang 

memberikan fatwa-fatwa hukum keagamaan kepada umat Islam, terutama 

bagi kalangan nahd}iyyin. Hal ini menuntut lembaga Bahs\ul Masa<il untuk 

mampu membumikan nilai-nilai Agama Islam serta mengakomodir 

berbagai pemikiran yang relevan dengan kemajuan zaman dan lingkungan 

sekitarnya. 

2. Sekilas Tentang Forum Musyawarah Pondok Pesantren se Jawa dan 

Madura 

       Forum Musyawarah Pondok Pesantren atau biasa disingkat dengan 

FMPP, merupakan sebuah lembaga  bahs\ul masa<il yang ditujukan 

sebagai wahana diskusi bagi para santri. Adapun selain sebagai wahana 

diskusi, FMPP juga ditujukan untuk membangun silaturahmi dengan 

pesantren-pesantren yang ada dikepulauan Jawa dan Madura.
3
 

       Mengenai permasalahan yang dibahas dalam forum ini merupakan 

permasalahan-permasalahan yang dianggap belum ada hukum yang 

membahasnya secara eksplisit . Hal ini tentunya sangat bermanfaat 

karena dapat menghindari kekosongan hukum, mengingat pada seiring 

berkembangnya zaman dapat memicu permasalahan-permasalahan yang 

baru dan tentunya juga memerlukan hukum yang relevan terkait hal itu.
4
 

       Meskipun bukanlah lembaga otonom dari Nahdhatul Ulama, FMPP 

tetaplah memiliki hubungan interdepedensi dengan Nahdhatul Ulama. 

                                                           
3
 Kamal, Wawancara, Lirboyo,1 Oktober 2018. 

4
 Ibid. 
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Hal ini terjadi karena sebagian besar pihak yang terlibat dalam FMPP 

adalah pihak yang cenderung memiliki latar belakang seorang anggota 

dan bahkan pengurus dari Nahdhatul Ulama. FMPP juga dianggap 

membantu dalam memberikan solusi hukum dari sebuah permasalahan 

kontemporer bagi warga Nahdhatul Ulama.
5
 

       Adapun untuk dapat menjadi anggota dari FMPP sendiri tidak ada 

persyaratan yang khusus, FMPP membuka peluang secara lebar untuk 

setiap pesantren yang memiliki keinginan untuk bergabung menjadi 

anggota, namun tentunya pesantren tersebut haruslah bertempat 

diwilayah kepulauan Jawa atau Madura. Lain halnya dalam pengisian 

kepengurusan, FMPP hanya mengambil para gawagis atau gus dari 

pesantren Lirboyo dan Ploso.
6
 

       Dalam kegiatan bahs\ul masa<il dari FMPP sendiri biasanya dilakukan 

sebanyak dua kali dalam setahun, khususnya pada waktu sebelum dan 

sesudah maulud. Namun, pada tahun 2018 kemarin kegiatan bahs\ul 

masa<il dari FMPP sendiri hanya dilakukan sekali. Hal tersebut dilatar 

belakangi oleh ketidak siapan Pesantren yang sudah tercantum sebagai 

anggota, untuk menjadi tuan rumah acara BATHULmasa<il itu sendiri.
7
 

                                                           
5
 Umam, Wawancara, Lirboyo,17 juli 2019. 

6
 Ibid. 

7
 Ibid. 
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       Mengenai struktural dalam kegiatan BATHULmasa<il dari FMPP 

tidak berbeda dengan forum BATHULmasa<il lainnya, adapun 

strukturalnya adalah sebagai berikut:
8
 

a. Mushohih 

Merupakan pihak yang memiliki wewenang dalam memutuskan hasil 

dari musyawarah yang dilakukan. 

b. Perumus 

Memiliki tugas untuk mengarahkan forum musyawarah terhadap 

permasalahan yang akan dibahas. 

c. Moderator 

Bertugas untuk membagi waktu dan mengawasi jalannya forum 

musyawarah agar berjalan sesuai dengan topik permasalahan yang 

akan dicari solusi hukumnya. 

d. Notulen 

Memiliki tugas untuk mencatat setiap perbincangan dan putusan 

yang dihasilkan oleh forum. 

e. Musyawirin 

Merupakan peserta musyawarah atau pihak yang memiliki tugas 

untuk memusyawarahkan setiap permasalahan yang belum memiliki 

solusi hukum. 

       Dalam rekam jejaknya sebagai lembaga yang bertujuan untuk 

mencari solusi hukum yang berkaitan dengan syari’at agama Islam, 

                                                           
8
  Ibid 
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FMPP juga pernah mengalami kebuntuan dalam menetapkan hukum 

dari suatu permasalahan. Sehingga dalam proses penetapan hukum 

tersebut ditunda, hal ini terjadi ketika proses pencarian hukum 

tentang proses transaksi yang dilakukan pihak Paytren.
9
 

       Meskipun lembaga ini sudah sering melakukan penetapan 

hukum, akan tetapi sampai saat ini masih belum ada kodifikasi dari 

hasil setiap bahs\ul masa<il yang telah dilaksanakan. Mengenai hal ini 

sudah terdapat inisiatif dari pihak pengurus namun belum ada proses 

pengaplikasiannya hingga saat ini. Tentunya dari pihak pengurus 

sendiri berharap agar hal ini segera dapat dilakukan. Agar setiap 

penetapan hukum yang pernah dilakukan, dapat diimplementasikan 

dalam kehidupan masyarakat luas.
10

 

B. Istinbath Hukum Forum Musyawarah Pondok Pesantren se Jawa dan Madura 

Dalam Fatwa Pengharaman Mahar Cincin Berdarah 

1. Pengertian Istinbath Hukum 

       Istinbat} hukum merupakan sebuah metode pengambilan hukum dari 

sumbernya. Hal ini lebih cenderung disebut dengan metodologi 

penggalian hukum. Metodologi, dalam perspektif seorang ahli dapat 

diartikan sebagai pembahasan konsep teoritis berbagai metode yang 

terkait dalam suatu sistem pengetahuan. Jika hukum Islam dipandang 

sebagai suatu sistem pengetahuan, maka yang dimaksud dengan 

                                                           
9
  Ibid. 

10
 Ibid. 
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metodologi hukum Islam adalah pembahasan konsep dasar hukum Islam 

dan teknik pengkajian hukum Islam tersebut.
11

 

       Ilmu yang membahas tentang istinbat} hukum (metodologi penggalian 

hukum), disebut dengan ushul fiqih. Ushul fiqih merupakan satu-satunya 

bidang ilmu keIslaman yang penting dalam memahami syari’at Islam dari 

sumber aslinya yang berupa Al-Qur’an dan haditst. Melalui kajian ushul 

fiqih terdapat teknik atau cara untuk mamahami kaidah-kaidah, prinsip- 

prinsip umum yang terdapat dalam syari’at Islam, teknik untuk 

memahami suatu dalil dan penerapannya dalam kehidupan manusia.
12

 

       Untuk mendapatkan pemahaman dari syari’at Islam yang dibawa oleh 

Nabi Muhammad SAW, para ulama us}uliyyin memberikan dua bentuk 

pendekatan, yaitu melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan melalui 

pendekatan maqa<<<<<>s}id asy-syari<>. Dengan menggunakan pendekatan tersebut 

maka akan tercapai tujuan pensyariatan Islam yaitu maslahat dalam dunia 

dan akhirat. Maka  ilmu ushul fiqh merupakan diskursus yang patut 

diprioritaskan dalam rangka penggalian dan pengaplikasian hukum-

hukum Islam sesuai dengan tuntutan zaman.
13

 

 

 

                                                           
11

 Ghufron A. Mas’adi, Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum 
Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 2. 
12

 Abdul Wahab Khallaf, Ilm Ushul al-Fiqh, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina 

Utama, 1994), 1. 
13

 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos, 1996), 13. 
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2. Istinbath Hukum Forum Musyawarah Pondok Pesantren se Jawa dan 

Madura 

       Latar belakang dari pihak yang berpengaruh dalam FMPP sendiri 

yang mayoritas merupakan anggota dan bahkan merupakan pengurus dari 

Nahdhatul Ulama. Menyebabkan tidak adanya perbedaan dalam metode 

yang digunakan dalam melakukan upaya istinbath hukum. 

       Dikalangan Nahdlatul Ulama, Istinbat} hukum diartikan bukan 

mengambil hukum yang asli yakni al-Qu’an dan as-Sunnah, tetapi 

dilakukan dengan mentabiqkan secara dinamis nash-nash yang telah 

dielaborasi fuqaha kepada persoalan (waqi’iyyah) yang dicari 

hukumnya.
14

 

       Istinbat} hukum langsung dari sumber primer yang cenderung ijtihad 

mutlak, bagi ulama Nahdlatul Ulama masih sangat sulit dilakukan karena 

keterbatasan-keterbatasan yang memang disadari, terutama dalam ilmu-

ilmu penunjang dan perlengkapan yang harus dikuasai oleh seorang 

mujtahid. Sementara ijtihad dalam batasan madhab di samping lebih 

praktis juga dapat dilakukan oleh semua ulama Nahdlatul Ulama yang 

telah mampu memahami ibarat kitab-kitab fiqih yang sesuai dengan 

terminologinya yang baku.
15

 

       Secara definitif, Nahdlatul Ulama memberikan arti istinbat} hukum 

dengan upaya mengeluarkan hukum syara’ dengan al-qawaid al-fiqhiyyah 

                                                           
14

 Abdul Muchith Muzadi, NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran, (Surabaya: Khalista, 2006), 

36. 
15

 Mujamil Qomar, Nu Liberal dari Traditional Ahlussunnah wal Jamaah ke Universalisme Islam, 
(Bandung: Mizan, 2002), 45. 
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dan al-qawaid al-us}uliyyah baik beruoa adillah ijmaliyyah (dalil-dalil 

yang umum), adillah tafs|iyyah (dalil-dalil yang rinci) maupun adillah 

ahkam. 

       Bagi kaum nahd}iyyin, suatu masalah yang hendak diputuskan tidak 

mengambil hukum langsung dari Al-Qur’andan Hadits, namun dengan 

menggunakan pendapat beberapa ulam terdahulu yang terkodifikasi 

dalam al-kutub al-mu’tabarah. Berikut ini adalah metode-metode yang 

digunakan dalam mengambil hukum pada forum bahs\ul masa<il: 

a. Metode Qauli 

       Metode qauli adalah suatu cara penetapan (istinbat}) hukum yang 

digunakan oleh ulama NU dalam Bahs\ul Masa<il dengan mempelajari 

masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawaban pada kitab-kitab 

dari empat madhab dengan merujuk secara langsung terhadap teks 

yang terkodifikasi. Metode qauli ini dalam tataran ijtihad dapat 

disamakan dengan metode bayani, yaitu suatu istinbat} hukum yang 

bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan atau lafaz}. Meskipun 

keputusan Bahs\ul Masa<il didasarkan pada qaul atau wajh dalam suatu 

kitab, namun tetap memperhatikan kemaslahatan. Kemaslahatan yang 

dimaksud adalah segala sesuatu yang menjadi hajat hidup dan 

mendatangkan kebaikan bagi umat manusia.
16

 

b. Metode Taqrir Jama’i 

                                                           
16

 Ahmad Zahro, 5. 
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       Metode pengambilan keputusan kedua merupakan bagian dari 

metode qauli. Metode taqrir jama’i dilakukan jika dalam suatu kasus 

jawaban bisa dicukupi dengan ibarah kitab dan disana terdapat dari 

lebih satu wajh atau qaul, maka akan dipilih wajh atau qaul yang lebih 

kuat dan memberikan maslahat. Taqrir Jama’i adalah upaya secara 

kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu diantara beberapa 

qaul atau wajh. Adapun prosedur pelaksanaan taqrir jama’i adalah 

sebagaimana dijelaskna dalam keputusan Munas Alim Ulama Bandar 

Lampung tahun 1992, bahwa pemilihan qaul atau wajh adalah dengan 

memilih salah satu pendapat dengan ketentuan sebagai berikut:
17

 

1) Mengambil pendapat yang lebih maslahat dan yang lebih kuat. 

2) Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan muktamar I 

tahun 1926 bahwa perbedaan diselesaikan dengan memilih: 

a) Mengambil Pendapat yang disepakati oleh as-Syaikhani 

(Imam Nawawi dan Imam ar-Rafi‟i) 

b) Pendapat yang dipegang oleh Imam Nawawi saja. 

c) Pendapat yang dipegang oleh Imam Rafi’i saja. 

d) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama. 

e) Pendapat yang terpandai. 

f) Pendapat yang paling wara’. 

c. Pendapat Ilhaq 

                                                           
17

 Program Peningkatan Peran Syuriah NU (P2SNU) PBNU, Keputusan Munas Alim Ulama NU 
Tahun 1992, (Bandar Lampung: PP Lakspedam NU-LBMNU, 1992). 5. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

52 

 

 
 

      Metode ilhaq merupakan metode ketiga. Ketika dua rumusan 

metode qauli di atas tidak memberikan jawaban hukum pada 

permasalahan yang dibahas, maka akan dilakukan ilhaq. Secara 

lengkap metode ini bernama ilhaq al-Masa>il bi Nad}ariha, yaitu 

menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab 

oleh kitab (belum ada ketetapan hukum) dengan kasus atau masalah 

yang serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan 

hukumnya) atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi. 

Prosedur menggunakan metode ilhaq adalah dengan memperhatikan 

mulhaq bih (sesuatu yang belum ada ketetapan) hukumnya), mulhaq 

alaih (sesuatu yang sudah ada ketetapan hukumnya), dan wajh al-ilhaq 

(faktor keserupaan antara mulhaq bih dan mulhaq alaih) oleh para 

mulhiq (pelaku ilhaq).
18

 

d. Metode Manhaji 

       Rumusan metode penetapan keempat adalah metode manhaji. 

Metode manhaji adalah suatu cara menyelesaikan masalah dalam 

forum Bahs\ul Masa<il dengan mengikuti jalan fikiran dan kaidah 

penetapan hukum yang disusun oleh imam madhab. Prosedur istinbat} 

hukum bagi metode manhaji adalah dengan menggunakan kaidah-

kaidah ushul fiqih dan kaidah fiqih. Metode manhaji digunakan 

apabila suatu kasus atau masalah tidak ada qaul atau wajh sama sekali 

                                                           
18

 Abdul Aziz Masyhuri, Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama NU kesatu tahun 1926 
s.d ke-29 tahun 1994, (Surabaya: PP RMI bekerjasama dengan dinamika Press, 1997), 365. 
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dan tidak mungkin dilakukan ilhaq. Maka dilakukan istinbat} jama’i 

dengan prosedur madhab secara manhaji oleh para ahlinya.
19

 

       Metode istinbat} hukum dikalangan Ulama Nahdlatul Ulama terkesan 

sangat berhati-hati dan tidak mau memecahkan persoalan keagamaan 

yang dihadapi dengan merujuk langsung kepada nas Al-Qur’an dan 

Hadits adalah adanya pandangan bahwa mata rantai perpindahan ilmu 

agama Islam tidak boleh terputus dari suatu generasi ke generasi 

berikutnya. Sehingga, yang perlu dilakukan adalah menelusuri mata 

rantai yang baik dan sah pada setiap generasi.
20

 

      Pengambilan Pendapat imam maz||||hab ataupun pendapat pengikut 

maz|hab, yang kemudian disebut metode qauly, merupakan metode utama 

yang digunakan dalam menyelesaikan masalah keagamaan, terutama 

menyangkut hukum fiqih, dengan merujuk langsung pada teks kitab-

kitab imam maz||hab empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali). 

Walaupun dalam prakteknya didominasi oleh kitab-kitab Syafi’iyah.21
 

       Meski demikian, bukan berarti bahwa Nahdlatul Ulama tidak 

mengendaki ijtihad, tetapi yang dikehendaki hanyalah ijtihad yang 

dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagai 

mujtahid. Sedangkan orang-orang yang memiliki ilmu agama mendalam 

tetapi tidak memenuhi persyaratan mujtahid, lebih baik taqlid 

(mengikuti) kepada ulama yang memiliki kemampuan berijtihad karena 

                                                           
19

 Ahmad Zahro, 124. 
20

 Ahmad Zahroh, Tradisi Intelektual NU..., 120. 
21

 bid.,,167 
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telah memenuhi persyaratannya. Bagi Nahdlatul Ulama, taqlid tidak 

hanya berarti mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya, 

melainkan juga mengikuti jalan pikiran imam madzhab dalam menggali 

hukum.
22

 

       Adapun perbedaan yang cenderung menonjol dengan metode 

istinbath hukum yang dilakukan oleh kalangan Nahdlatul Ulamadengan 

Forum Musyawarah Pondok Pesantren se Jawa dan Madura sediri adalah 

terkait rujukan dalam penan hukum, pihak FMPP memprioritaskan 

pendapat-pendapat dari madhab Syafi’ yang sudah terkodifikasi dalam 

kitab-kitab mu’tabar, ketika tidak didapati sebuah pendapat yang sesuai 

dengan topik permasalahan barulah beralih pada pendapat ulama 

kontemporer yang memiliki latar belakang Syafi’iyah layaknya Wahbah 

Zuhaili dan juga Sayid Sabiq. Namun, jika belum mendapatkan rujukan 

yang sesuai maka barulah beralih kepada madhab lain.
23

 

3. Fatwa Pengharaman Mahar Cincin Berdarah Oleh Forum Musyawarah 

Pondok Pesantren 

       Cincin yang digunakan sebagai mahar pada pernikahan Nia 

Ramadhani dengan Ardie Bakrie, memicu Forum Musyawarah Pondok 

Pesantren Se Jawa Dan Madura untuk menyikapi hal tersebut. Adapun 

yang dikaji dalam forum ini bukanlah nilai atau harga dari cincin, 

melainkan adanya darah dalam cincin tersebut, yang dianggap sebagai 

simbol menyatunya kedua belah jiwa. 

                                                           
22

 Ibid..,. 117. 
23

 Umam, Wawancara, Lirboyo,17 juli 2019. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

55 

 

 
 

       Adapun kegiatan bahs\ul masa<il yang diselenggarakan diPondok 

Pesantren Lirboyo oleh Forum Musywarah Pondok Pesantren se Jawa dan 

Madura. Menyatakan bahwasanya cincin yang didalamnya terdapat darah 

tidaklah selayaknya dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan. Adapun 

hukumnya adalah haram, karena dianggap tidak segera menghilangkan 

najis yang tidak dimaafkan dan juga tidak ada pendapat yang 

membenarkan mengenai hal tersebut.
24

 

       Mengenai forum yang menyatakan haramnya cincin berdarah sebagai 

mahar, menghadirkan 300 santri dari 150 pondok pesantren yang terdapat 

pada kepulauan Jawa dan Madura, terkait anggota majelis adalah sebagai 

berikut: 

 

No 
Mushohih Perumus Moderator 

Notulen 

1. KH. Azizi 

Abdulloh 

Agus Abdurozzaq 

Sholeh 

Bpk. Syafiq 

Mukarrom 
Bpk. Siffudin 

2. Agus M. Yasin 

MK 

Agus Hanif A. 

Ghofur 
 Bpk. 

Mudzakkier 

3. K. Ali Mushtofa 

Sa’id 

Bpk. Munir 

Akromin 
 

Bpk. AR. Kafi 

4. 
K. Suhaeri 

Badrus 
Bpk. H. 

Rohmatulloh 
 

 

5.  
Bpk. Ghufron 

 
 

                                                           
24

 Fatwa Bathul Masa<il XXI Forum Musyawarah Pondok Pesantren Se Jawa Dan Madura. 
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Makhsum 

6.  Bpk. A. Walid 

Fauzi 
 

 

7.  Bpk. Dinul 

Qoyyim 
 

 

8.  Bpk. 

Ma’rifatus S. 
 

 

    

4. Rujukan Pengharaman Mahar Cincin Berdarah Oleh Forum Musyawarah 

Pondok Pesantren Sejawa dan Madura 

a. I’anathutholibin juz I halaman 101-102 

اَت.َقاؿَالبجيرَمي:َحاَ  )قوَلو:كيعفيَإلخ(َشركعَفيماَيعفيَعنوَمنَالنجاَس

صلَمساَئلَالدـَكالقيحَبالنظرَللعفوَكعدموَأنهاَثلاثةَأقساَـ.َالاكؿ:َماَلاَيعفىَ

كَثيرا،َكىوَالغلظ.َكماَتعدلَبتضمخو،َكماََاختلطَبأجنيَ عنوَمطلقا،َامَقليلاَأك

َالاَجنبيَكالقيحَ َالدـ كَثيره،كىو َدكف َيعفىَعنَقليلو َما َني: َكالثا ليسَمنَجنسو.

َكالقيحَالاج َالدـ َكاالثالث: َبتضمخو، َيتعد َلم َك َمغلظ َمن َيكن َإذالم نبي

َبعدَسدهَ َالدماميلَكالقركحَكالبثرات،َكمواضعَالفصدَكالحجامة، كَدـ غيرالاجنبيين،

كَماَيعفىَعنَقليلو،َكإفَانتشرَللحجامة،َماَلمَيكنَبفعلوَ بنحوقطنةَفيعفىَعنكَثره
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َم َكقولو: َقليلو. َعن َكإلاعفي َيجاكزمحلو، َكضعَكلم َمن َيقع َما َمنو. َبفعلو َيكن َلم ا

كَثره.َ لصوؽَعلىَالدملَليكوفَسبباَفيَفتحوَكإخراجَماَفيو،َفيعفىَعنَقليلوَدكف

كقولو:َأكيجاكزمحلو.قاؿَسمَالعبادم:َالرادَبمحلوَمحلَخركجو،َكماانتشرَإلىَماَيغلبَ

كَمنَالركبةَإلىَقصبةَالرَجلَفيعفىَعنوَحينئذَإذاَلاقيَثوب وَمثلاَفيَفيوَالتقاذؼ،

 25ىذهَالحالة.

Artinya: 

Ulama berkata (Sayyid Bakrie Syatha). Ada beberapa hukum yang 

terbatas atau dima’fu yang mana hukum tersebut berkaitan dengan 

najis. Syeh Al-Bujairomi berkata: inti dari beberapa masalah yang 

berkaitan dengan darah dan kotoran yang terlihat itu bisa dimaafkan. 

Hukumnya dibagi menjadi tiga macam:َ Pertama, barang najis itu 

tidak dimaafkan secara mutlak baik sedikit ataupun banyak. Itulah 

yang dimaksud najis yang diberatkan (mugholadoh) adapun sesuatu 

yang berhubungan atau bercampuran denganya benda najis tersebut 

tidak termasuk jenisnya (yang diberatkan). Ke-dua, barang najis yang 

dimaafkan apabila jumlahnya sedikit. Contohnya adalah darah yang 

berasal dari orang lain dan kotoran yang berasal dari benda lain 

dengan syarat jika barang najis tersebut tidak bercampur dengan najis 

yang diberatkan dan tidak ada unsur untuk memanfaatkan najis. Ke-

tiga, darah dan nanah yang berasal dari diri sendiri, seperti bisul dan 

jerawat. Ataupun sesuatu yang menjadi tempat najis tersebut, itu 

najisnya dimaafkan apabila sedikit. 

Ulama’ lain berkata dimaafkan itu sama dengan diperbolehkan untuk 

menggunakan barang tersebut. Orang yang ahli ibadah berkata : yang 

dimaksud najis itu tidak bisa dmaafkan baik sedikit maupun banyak 

karena najis adalah sesuatu yang menjijikan karena keluarnya dari 

tempat yang mengandung najis. Termasuk najis juga adalah sesuatu 

yang terpercik disebabkan perbuatan seseorang sebagaimana 

misalnya seseorang yang menunggang kuda yang tidak sengaja 

                                                           
25

 Ibid., Fatwa Bathul Masa<il XXI. 
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kudanya menginjak kotoran dan percikannya mengenai baju 

seseorang hal demikian termasuk najis yang dimaafkan. 

b. Hasyiyah Qulyubi wa ‘amira juz 1 halaman 204 

كَعجنَسرجينَككطءَمستحاضةَكإصلاحَفتيلةَوَ)تنبيو(َيج زَتنجيسَالبدفَلغرَض

كَوضعََفيَزيت َكالتداكمَبوَكيحلَتنجيسَملكو نجسَبنحوَأصبعَكإفَكجدَغيره

زيتَنجسَفيَإناءَطاىرمالمَيضيعَبوَمالاَكتنجيسَملكَغيرهَكموقوؼَبماجرتَبوَ

كَالوقودبالسرَجينَفيَالبيوت،َكتربيةَنحوَالدجاجَفيهاكتسميدَالأرضَكدبغَ العادة

كَماَمر.  26الجلدَبغيرَمغلظ

Artinya: 

Ketika ada najis yang menempel pada badan diperbolehkan 

melakukan persetubuhan dan bermesraan dengan istri. Dperbolehkan 

juga menggunakan wadah yang tebuat dari campuran benda suci 

dengan benda najis. Sementara benda tersebut harus tetap dan tidak 

berubah kondisinya, contoh: rumah, jendela dan pintu. Yang tidak 

diperbolehkan untuk dicampur dengan najis seperti : bekatul, pupuk, 

kulit binatang. Dengan syarat tidak termasuk najis yang diberatkan. 

c. Nihayah az-Zain juz I halaman 45 

لاَفيَالنجاسةَالعفوَإزالتهاكاجبةَإكََ،إزالةَالنجاسةَ:كالقصدَالرابعَمنَمقاصدالطهارة

كمنَذلكَالتضمخََ،كأفَتضمخَبهاَلغيرَحاجةََ:كىيَعلىَالفورَإفَعصىَبهاَ،عنها

فإفَلمَ،َكتجبَإزالتوَفوراَ،يدـَالأضحيةَكماَيفعلوَالعواـَمنَتزكيقَالأبوابَبوَحراـ

                                                           
26

 Ibid., Fatwa Bathul Masa<il. 
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تشترطَلوَأزالةََيعصَبهاَفهيَعلىَالتراخيَإلاَعندَإرادةَالقياـَإلىَالصلاةَأكنحوىاَمما

كيندبَأفَيعجلَبإزالتهاَفيماَعداَذلكَسواءَفيماََ،النجاسةَأكَعندَخوؼَالانتشار

َعلىَالعتمد َكغيرىا َالغلظلة ََ،ذكر كَأفَالتضمخَبهالحاكخرجَبغيرَحاجة ََ:جةماإذا

َينشفَبوَفلوَتنشيفَذكرهَبيدهَحتىَيجدَالاء َنزحََ،كأفَباؿَكَلمَيجدَشيئا ككذا

 27.وىاَمماَيحتاجَإليوبيوتَالأخليةَكنح

Artinya: 

Tujuan dari bersuci adalah menghilangkan najis, dan hukum 

menghilangkan najis merpakan wajib seketika kecuali najis yang 

dima’fu. Jika seseorang tidak segera menghilangkan najis tersebut, 

seperti memanfaatkan najis dengan tanpa kebutuhan diantaranya 

dengan memanfaatkan darah hewan yang disembelih dan 

sebagaimana yang dilakukan orang-orang pada umumnya yaitu untuk 

menghias pintu dan perabotannya maka itu diharamkan. Segera 

menghilangkan najis itu wajib hukumnya, boleh untuk tidak segera 

dihilangkan apabila tidak sedang melakukan apapun, namun jika 

hendak melakukan  sholat atau sebagainya yang disyaratkan untuk 

menghilangkan najis terlebih dahulu atau dia khawatir akan 

tersebarnya najis tersebut. Dan disunahkan untuk segera 

menghilangkan najis dengan cara menepisnya atau dengan cara lain 

baik itu termasuk najis yang diberatkan atau tidak, menurut pendapat 

yang dapat dijadikan pijakan. Dan termasuk tanpa kebutuhan yaitu 

memanfaatkan najis karena ada kebutuhan seperti seseorang yang 

kencing dan tidak menemukan sesuatu apapun untuk mengeringkan 

bekas kencingnya tadi. Maka dia boleh menggunakan tangannya 

untuk mengeringkan bekas kencingnya sampai dia menemukan air 

untuk bersuci, begitupun ketika seseorang tadi jauh dari pemukiman 

dan hal yang lainnya, yang semuanya itu membutuhkan air untuk 

bersuci.

                                                           
27

 Ibid., Fatwa Bathul Masa<il. 
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BAB IV 

ANALISIS PERSPEKTIF EMPAT MADHAB TERHADAP 

FATWA BAH{S\UL MASA<IL XXI FORUM MUSYAWARAH 

PONDOK PESANTREN SE JAWA DAN MADURA. 

. 

A. Analisis Terhadap Pengharaman Mahar Cincin Berdarah Dalam 

Fatwa Bah{s\ul Masa<il XXI Foum Musyawarah Pondok Pesantren Se 

Jawa Dan Madura 

       Dalam pembahasan ini penulis akan memaparkan analisis 

terhadap dasar pemikiran putusan forum bah{s\ul masa<il FMPP se 

Jawa Madura ke-XXI. Terkait dengan metode istinbat} hukum yang 

digunakan dalil-dalil yang digunakan dalam memberikan kejelasan 

hukum  mengenai pengharaman cincin berdarah. Dengan demikian 

dapat diketahui bagaimana sebenarnya penarikan hukum yang 

dilakukan oleh Bah{s\ul Masa<il FMPP se Jawa Madura. 

       Maksud dari metode istinbat} hukum adalah cara yang digunakan 

oleh ulama NU atau mubahis pada forum bahs\ul masa<il untuk 

menggali dan memberi kejelasan hukum pada forum bahs\ul masa<il. 

Pada Penjelasan sebelumnya penulis telah memaparkan mengenai 

metode istinbat} hukum yang dugunakan dalam forum bahs\ul masa<il. 

Dari pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa mengambil pendapat 
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qaul atau wajh dari para ulama terdahulu dengan merujuk langsung 

pada teks-teks yang telah terkodifikasi. 

       Bahs\ul masa<il sendiri merupakan sebuah lahan bagi para santri 

untuk mengimplemantasikan ilmu yang sudah didapatkan didalam 

pendidikan pesantren, guna menyikapi permasalahan yang terdapat 

dalam masyarakat, yang tentunya terdapat permasalahan baru seiring 

berkembangnya zaman. Hal ini tentunya dilakukan agar tidak terjadi 

kekosongan hukum didalam masyarakat. 

        Ketika kita telisik lebih lanjut mengenai dasar hukum penetapan 

terkait haramnya mahar cincin berdarah dalam bah{s\ul masa<il FMPP 

se Jawa dan Madura ke XXI, lebih cenderung menggunakan pendapat 

ulama yang bermadhab Syafi’I dengan fokus pembahasan tentang 

bersuci dan pemanfaatan benda najis, tanpa adanya dasar hukum 

yang menyinggung terkait mahar. Adapun dasar hukum yang 

diangkat adalah sebagai berikut: 

1. I’anatuth tholibin juz I halaman 101-102 

Membahas tentang pembagian najis yang dimaafkan dan tidak 

dimaafkan. Adapun najis yang disini dibagi menjadi tiga,yaitu: 

a. Barang najis tidak dimaafkan baik sedikit jumlahnya apabila 

tergolong sebagai najis yang diberatkan, apabila telah terjadi 

percampuran maka tidak termasuk golongan itu. 

b. Barang najis seperti darah dimaafkan apabila jumlahnya 

sedikit dan tidak tercampur dengan najis lain. 
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c. Darah dan nanah yang berasal dari diri sendiri dimaafkan 

apabila jumlahnya sedikit. 

2. Hasyiyah Qulyubi wa ‘amira juz I halaman 204 

Apabila terdapat najis pada badan diperbolehkan untuk berdzikir, 

bersetubuh dan bermesraan dengan istri. Diperbolehkan juga 

menggunakan benda yang terbuat dari campuran benda najis, 

selagi tidak merubah wujud asli benda tersebut. 

3. Nihayah az-Zain juz I halaman 45 

Menghilangkan najis hukumnya adalah wajib. Apabila seseorang 

menggunakan benda najis untuk digunakan sebagai penghias 

pintu dan sejenisnya hukumnya adalah haram. 

Kajian mengenai hal ini dilandasi oleh terjadinya perkawinan ardie 

bakrie dengan nia ramadhani, yang menggunakan mahar cincin 

berdarah dalam perkawinannya, untuk mengantisipasi kekosongan 

hukum pada masyarakat, maka Forum Musyawarah Pondok 

Pesantren ke XI, berupaya untuk mengkaji dan menetapkan hukum 

terhadap mahar yang digunakan tersebut. Mengenai hal ini penulis 

pun berpendapat bahwa upaya yang dilakukan oleh Forum 

Musyawarah Pondok Pesantren ini patutlah diberikan apresiasi 

karena hal ini tentunya sangat diperlukan guna mencegah terjadinya 

upaya yang sam dikalangan masyarakat awam. 
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B. Analisis Empat Madhab Terhadap Pngharaman Mahar Cncin Berdarh 

Bah{s\ul Masa<il XXI Forum Musyawarah Pondok Pesantren Se Jawa 

Dan Madura. 

       Mahar merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh Islam 

untuk mengangkat derajat kaum wanita. Hal ini disebabkan pada 

masa sebelum datangnya Islam. Dalam proses pernikahan wanita 

dianggap tidak memiliki hak apapun. Hal tersebut berubah semenjak 

Islam datang, sehingga wanita diangkat derajatnya dan tidak lagi 

dimarjinalkan. 

       Sebelum datangnya Islam, wanita tidaklah memiliki hak atas 

harta apapun dari pi hak pria, layaknya barang yang diperjual belikan. 

Pada masa itu harta yang dimiliki oleh pihak pria diberikan kepada 

ayah dari pihak wanita. Datangnya Islam merupakan angin segar 

untuk kaum wanita yang bisa dirasakan hingga saat ini. Sehingga 

wanita memiliki hak atas harta dari pria yang menkahinya. 

       Adapun definisi mahar sendiri adalah sesuatu yang diberikan 

oleh pihak mempelai pria kepada mempelai wanita. Baik itu berupa 

barang atau jasa yang memiliki nilai tukar.  Mahar sendiri haruslah 

sesuatu yang memiliki nilai tukar, apabila suatu benda yang tidak 

memiliki nilai tukar dijadikan sebagai mahar. maka mahar tersebut 

dianggap tidak sah. 

       Meskipun mahar bukanlah suatu hal yang termasuk dalam rukun 

pernikahan., akan tetapi kedudukan mahar adalah wajib ketika 
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hendak melangsungkan pernikahan. Mayoritas ulama sepakat 

mengenai hal ini. Sehingga ketika hendak melangsungkan suatu 

pernikahan hasulah ada mahar, baik mahar tersebut disampaikan 

dalam redaksi akad ataupun tidak. 

       Mahar sendiri dibagi menjadi dua macam, yatu mahar musamma 

dan mahar mitsi. Adapun penjelasannnya adalah sebagai berikut: 

1. Mahar musamma. 

Merupakan mahar yang sering dijumpai. Mahar musamma adalah 

mahar yang bentuk dan jenisnya disampaikan dalam redaksi akad. 

2. Mahar mithil. 

Merupakan mahar yang disebabkan karena tidak sah atau tidak 

disampaikannya mahar musamma dalam akad pernikahan. 

Benda yang hendak dijadikan sebagai mahar haruslah merupakan 

benda yang suci. Ulama empat madhab sepakat apabila benda yang 

dijadikan sebagai suatu mahar adalah benda yang tergolong najis 

maka mahar tersebut dianggap tidak sah. Seperti halnya 

menggunakan babi, ninuman keras ataupun darah. 

       Mengenai darah ulama empat madhab sepakat bahwa semua 

darah termasuk darah manusia merupakan benda najis, adapun darah 

manusia yang dianggap suci adalah darah manusia yang mati syahid, 

apabila darah itu masih berada diatas jasad orang yang mati syahid 

tersebut. Jika tidak diatas jasad, maka darah tersebut tetaplah 

menjadi benda yang najis. 
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Babi, darah dan bangkai merupakan benda yang digolongkan 

sebagai najis. Adapun mengenai hal ini terdapat perbedaan pendapat 

antara Imam madhab mengenai kadar najis yang dimaafkan. Adapun 

penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1. Menurut Madhab Hanafi 

       Ulama madhab Hanafi membedakan najis menjadi dua, yaitu 

najis mukhafaffah dan mughollazoh. Adapun kadar najis yang 

dimaafkan adalah 3,17 gm.  

2. Menurut madhab Maliki 

       Menurut ulama madhab Maliki, apabila suatu najis sulit 

untuk dihindari maka tetaplah dimaafkan. Adapun apabila najis 

berasal dari manusia seperti halnya bisul, apabila cairannya 

keluar dengan jumlah yang banyak tetaplah dimaafkan apabila 

sulit dihindari. Akan tetapi ada orang yang dengan sengaja 

mengeluarkan cairan pada bisul tanpa ada keprluan maka tidak 

dimaafkan apabila kadarnya melebihi satu dirham. 

3. Menurut Madhab Syafi’I 

       Ulama madhab Syafi’I menyatakan bahwa tidak ada najis 

yang dimaafkan, kecuali najis tersebut sedikit dalam hal ini yang 

diartikan sedikit adalah apabila najis tersebut tidak bisa terlihat 

oleh mata normal, baik itu berupa air kencing maupun darah.  

4. Menurut Madhab Hambali 
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       Dalam pandangan madhab Hambali, setiap najis yang sedikit 

maupun tidak terlihat oleh mata maka hukumnya tetaplah tidak 

dimaafkan, meskipun najis tersebut berada pada kaki seekor lalat. 

Akan tetapi madhab ini menyatakan bahwa najis seperti darah 

dan nanah yang sulit dihindari hukumnya adalah dimaafkan. 

       Benda yang hendak dijadikan mahar haruslah benda yang suci, 

karena benda yang najis tidaklah memiliki nilai tukar menurut 

syariat. Mayoritas ulama madhab sepakat apabila benda yang najis 

dijadikan sebagai mahar, maka akad pernikahan tersebut dianggap 

sah namun mahar tersebut haruslah diganti dengan mahar mithil. 

Namun, madhab Maliki memiliki perbedaan pendapat mengenai hal 

tersebut, ulama madhab Maliki berpendapat apabila belum terjadi 

persetubuhan maka akad tersebut dianggap tidak sah, apabila sudah 

terjadi persetubuhan maka akad tersebut dianggap sah, akan tetapi 

mahar tersebut haruslah diganti dengan mahar mithil 

       Apabila kita mengkaji hasil putusan dari Forum Musyawarah 

Pondok Pesantren se Jawa dan Madura terkait pengharaman mahar 

cincin berdarah menggunakan perspektif dari empat madhab, maka 

hasilnya tetaplah haram ketika kita menggunakan cincin berdarah 

sehingga menyebakan adanya mahar mithil dalam akad nikah 

tersebut. Hal ini dilandasi karena empat mahar sepakat bahwa yang 

hendak dijadikan sebagai mahar adalah benda yang suci, apabila 

benda yang dijadikan sebagai mahar merupakan benda yang bersifat 
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najis maka mahar tersebut batal, meskipun pernikahannya tetap sah 

namun haruslah mahar tersebut digantikan dengan mahar mithil. 

Adapun pendapat dari madhab Maliki menyatakan bahwa 

apabila sudah terjadi persetubuhan maka akad nikah tersebut tetaplah 

sah, dan sang istri memiliki hak untuk mendapatkan mahar mithil. 

Apabila belum terjadi persetubuhan maka dapat menyebabkan fa>sad-

nya pernikahan yang menggunakan mahar dari benda yang dianggap 

najis oleh para ulama 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Hukum pengharaman mahar cincin berdarah dalam bah{s\ul masa<il XXI 

Forum Musyawarah Pondok Pesantren se Jawa dan Madura, 

merupakan salah satu upaya untuk mengisi kekosongan hukum dalam 

masyarakat. Dengan menggunakan metode qauli, yaitu menggunakan 

pendapat ulam terdahulu yang sudah terkodifikasi dan dianggap 

relevan dengan tema yang diangkat sebagai sumber utama. Untuk 

menyelaraskan pendapat ulama terdahulu dengan permasalahan 

modern yang belum pernah dibahas sebelumnya, atau belum 

mempunyai ketetapan hukum, digunakan metode ilhaq al-Masail bi 

Naza}iriha, yaitu menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang 

belum ada ketetapan hukumnya dengan kasus atau masalah yang 

serupa yang telah ada ketetapan hukumnya. 

2. Adapun hasil analisa yang menggunakan perspektif empat madhab 

terhadap hasil putusan dari bah{s\ul masa<il XXI Forum Musyawarah 

Pondok Pesantren se Jawa dan Madura. Tidaklah jauh berbeda dengan 

pendapat empat madhab, meskipun menggunakan pendekatan yang 

berbeda dengan penulis, namun hasil yang didapatkan tetaplah sama. 

       Cincin berdarah hukumnya adalah haram untuk dijadikan sebagai 

mahar dalam pernikahan. Terkait akibat yang ditimbulkan dapat 
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disimpulkan bahwasanya akad tersebut tetaplah sah, akan tetapi sang 

istri berhak mendapatkan mahar mithil. Hal ini disebabkan oleh mahar 

cincin berdarah merupakan mahar yang dianggap batal oleh ulama 

empat madhab. Karena dianggap tidak memiliki nilai tukar menurut 

syariat. Sedangkan yang hendak dijadikan sebagai mahar haruslah 

sesuatu, baik jasa atau benda yang memiliki nilai tukar menurut 

syariat. 

B. Saran 

       Mahar haruslah terbuat dari benda yang suci dan memiliki nilai tukar 

dalam perspektif syariat, adapun jika sudah terjadi pernikahan 

menggunakan benda yang bersifat najis, maka sang istri berhak 

mendapatkan mahar mithil. Hal ini dilandasi oleh pendapat empat 

madhab yang menyatakan bahwa benda yang najis tidaklah sah dijadikan 

sebagai mahar dan dianggap tidak memiliki nilai tukar menurut syariat. 

      Tidak mengurangi rasa tawadhu’ saya kepada para ustad, kiyai dan 

juga setiap orang yang membantu memutuskan pengharaman mahar 

cincin berdarah dalm bahs\ul masa<il XI Forum Musyawarah Pondok 

Pesantren se Jawa dan Madura, hendaknya dalam setiap putusan 

disertakan redaksi yang mudah untuk dipahami oleh kalangan 

masyarakat. 

Dalam pernikahan Ardie Bakri dengan Nia Ramadhani yang 

menggunakan mahar cincin berdarah, hendaknya mahar tersebut 
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digantikan dengan mahar mithil. Karena mereka memiliki latar belakang 

sebagai sosok yang tergolong sebagai public figure, sehingga tidak sedikit 

kemungkinan terkait apa yang sudah mereka lakukan dapat ditiru oleh 

masyarakat awam. 
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